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Yth. Plh. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Hukum dan HAM 

di  tempat 

 

 

1. Rujukan: 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32); 

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana 

Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020/2024; 

g. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-

03.PR.01.03 TAHUN 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Tahun 2023; 

h. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-

01.PR.03 TAHUN 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan 

Kinerja (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah 

Tahun 2023 sebagaimana data laporan terlampir. 



3. Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih. 

  

 
Kepala Kantor Wilayah, 
 
 
 
 
Tejo Harwanto 
NIP. 196603291990031001 

 
Tembusan: 

1. Menteri Hukum dan HAM; 

2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM; 

3. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan; 

4. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum; 

5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan; 

6. Direktur Jenderal Imigrasi; 

7. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual; 

8. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia; 

9. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional; 

10. Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM; 

11. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. 
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KATA PENGANTAR 

 
 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun 2023 

dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi 

mengenai pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Jawa Tengah selama Tahun 2023. Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Jawa Tengah juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja 

secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara 

yang berkualitas. Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang didokumentasikan dalam Dokumen 

Perjanjian Kinerja menjadi dasar dalam menganalisa pencapaian program atas kegiatan Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Capaian kinerja Tahun 2023 

yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan cerminan kinerja dari 

seluruh komponen pegawai yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Jawa Tengah. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran tentang keberhasilan 

maupun kegagalan mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun 2023. Perjanjian 

Kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah 2020 – 2024. Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 menggambarkan Capaian Kinerja Tahun 2023. Kami 

berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Jawa Tengah, sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang 

akan datang. 

  

Semarang, 5 Januari 2024 
Kepala Kantor Wilayah 
 
 
 
 
Tejo Harwanto 
NIP. 196603291990031001 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 
 
 

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan 

pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari pemikiran 

tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menyusun Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa 

Tengah. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan Hak asasi Manusia Jawa Tengah  Tahun 2023 berdasarkan pada Peraturan Presiden 

Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 

tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di 

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada intinya melaporkan hasil 

sebagai kinerja program dan keluaran sebagai kinerja kegiatan. Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas kinerja bagi Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Jawa Tengah selama  Tahun 2023 dengan melandaskan pada pelaksanaan 

mandat yang diemban oleh organisasi. Selain fungsi akuntabilitas, Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah ini sekaligus memenuhi kebutuhan internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM Jawa Tengah guna melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka penyempurnaan 

kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini 

menyajikan dan mengupas capaian kinerja sasaran program dan kegiatan Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. 

Sebagai wujud pemerintahan yang baik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Jawa Tengah menyampaikan laporan kinerja instansi pemerintah pada Tahun 2023 sebagai 

wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Dalam laporan 

ini dijelaskan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada 

Tahun 2023 sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik 

Indonesia khususnya dalam melaksanakan tugas teknis dan fasilitatif dibidang hukum dan hak 

asasi manusia. 

 

 

 

 
Perbandingan Alokasi Anggaran Kantor Wilayah 
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Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2023 dengan Alokasi Tahun 2022 

 
Dari perbandingan Alokasi anggaran Tahun 2023 dan tahun 2022 diatas, terdapat 

beberapa Program yang mengalami kenaikan dan ada pula Program yang mengalami 

penurunan. Terdapat 7 (tujuh) alokasi anggaran yang mengalami kenaikan yaitu pada Program 

(Eselon I): a. Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal); b. Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum); c. Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Keimigrasian); d. Program Penegakan dan Pelayanan 

Hukum (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual); e. Program Pembentukan Regulasi 

(Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan); f. Program Pemajuan dan Penegakan 

HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia); g. Program Dukungan Manajemen (Badan 

Penelitian dan Pengembangan HAM) 

Sedangkan alokasi anggaran yang mengalami penurunan yaitu pada 2 (dua) Program 

(Eselon I): a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan); 

b. Program Pembentukan Regulasi dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Badan 

Pembinaan Hukum Nasional). 

Total realisasi anggaran 9 Petikan DIPA dari unit Eselon 1 pada Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah 50.36% dari total pagu anggaran Tahun 

2023 sebesar Rp. 43,191,218,000,-, dengan total sisa anggaran Rp. 20,633,170,937,-. 

 

 

Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun 2023 

No 
PROGRAM  

(UNIT ESELON I) 
2023 2022 

1. Program Dukungan Manajemen 
(Sekretariat Jenderal) 

Rp. 28,324,432,000 Rp. 24,883,651,000  

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
(Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) 

Rp. 4,811,600,000 Rp.  3,902,750,000  

3. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
(Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) 

Rp. 1,344,182,000 Rp.  1,920,260,000  

4. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
(Direktorat Jenderal Keimigrasian) 

Rp. 1,497,828,000 Rp.  815,538,000  

5. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
(Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) 

Rp. 1,863,881,000 Rp.  1,080,189,000  

6. Program Pembentukan Regulasi  
(Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan) 

Rp. 367,000,000 Rp.  272,000,000  

7. Program Pemajuan dan Penegakan HAM  
(Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia) 

Rp. 315,238,000 Rp.  313,738,000  

8. Program Pembentukan Regulasi  
(Badan Pembinaan Hukum Nasional) 

Rp. 6,151,171,000 Rp. 6,190,353,000 

9. Program Dukungan Manajemen  
(Badan Penelitian dan Pengembangan HAM) 

Rp. 200,351,000 Rp.  197,997,000  

Jumlah Rp. 44,875,683,000 Rp. 39,576,476,000 
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NO PROGRAM (ESELON I) 
PAGU 

ANGGARAN 
(RP) 

REALISASI 
ANGGARAN 

(RP) 
% 

SISA TOTAL 
(RP) 

1 Program Dukungan Manajemen  
(Sekretariat Jenderal) 

28,324,432,000 27,995,666,444 98,84 328,765,556 

2 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
(Direktorat Jenderal Administrasi Hukum 
Umum) 

4,811,600,000 4,794,279,920 99,64 17,320,080 

3 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
(Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) 

1,344,182,000 1,340,399,830 99,72 3,782,170 

4 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
(Direktorat Jenderal Keimigrasian) 

1,497,828,000 1,496,140,645 99,89 1,687,355 

5 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
(Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) 

1,863,881,000 1,854,403,807 99,49 9,477,193 

6 Program Pembentukan Regulasi  
(Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan) 

367,000,000 364,024,678 99,19 2,975,322 

7 Program Pemajuan dan Penegakan HAM  
(Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia) 

315,238,000 314,519,485 99,77 718,515 

8 Program Pembentukan Regulasi  
(Badan Pembinaan Hukum Nasional) 

6,151,171,000 6,120,698,738 99,50 30,472,262 

9 Program Dukungan Manajemen  
(Badan Penelitian dan Pengembangan HAM) 

200,351,000 200,324,955 99,99 26,045 

Jumlah 44,875,683,000 44,480,458,502 99,12 395,224,498 

 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah selalu berusaha 

mengupayakan kinerja yang optimal dalam mencapai sasaran program dan kegiatannya. 

Capaian tersebut ditunjukkan melalui capaian masing-masing indikatornya. 

Di Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah 

melaksanakan 4 Program dari 9 Unit Eselon I yang terdiri dari 23 Sasaran Kegiatan dan 62 

Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23  
SASARAN 
KEGIATAN 

62  
INDIKATOR 

KINERJA 

4  
PROGRAM 

PROGRAM PEMBENTUKAN  
REGULASI  

1. DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 

2. BADAN PEMBINAAN HUKUM 
NASIONAL 

PROGRAM PEMAJUAN DAN 

PENEGAKAN HAM 

1. DIREKTORAT JENDERAL 
HAK ASASI MANUSIA 

1 

2 
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Dari 62 indikator kinerja kegiatan tersebut, ada indikator kinerja kegiatan yang tercapai 

dengan optimal dan ada juga yang belum tercapai secara maksimal, belum tercapainya indikator 

tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain: 

1. Kurangnya koordinasi dan sinergi dalam melakukan pemantauan, dan evaluasi capaian 

kinerja tahun sebelumnya untuk dilakukan tindak lanjut yang konkrit dan segera khususnya 

terkait dengan lembaga/instansi dan organisasi diluar lingkungan Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah; 

2. Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM baik 

secara kuantitas maupun kualitas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas pekerjaan 

yang dibebankan; 

3. Masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana pendukung; 

Atas kekurangan capaian kinerja dimaksud pada Tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Jawa Tengah akan melakukan peningkatan pada Semester II Tahun 2023, 

antara lain dengan: 

1. Melaksanakan kegiatan di semester II secara optimal; 

2. Pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan penempatan pegawai 

secara tepat sesuai kebutuhan, serta mengembangkan kompetensi sesuai dengan 

kebutuhan organisasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Jawa Tengah. 

 

 

 

  

Kata Pengantar ...................................................................................................................... 2 

PROGRAM PENEGAKAN DAN 
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1. DIREKTORAT JENDERAL 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan 

sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk 
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menjadikan instansi pemerintah akuntabel dengan harapan:  

1. dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan 

lingkungannya;  

2. mewujudkan transparansi pada instansi pemerintah;  

3. mewujudkan partisipasi masyarakat ddalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan  

4. memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.  

Hal Ini dimungkinkan karena dengan menerapkan SAKIP setiap instansi pemerintah harus 

membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Penetapan 

Kinerja (Performance Agreement) serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Performance 

Report) yang secara sistematis akan mengarahkan instansi pemerintah dalam pencapaian 

tujuannya, pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil 

kinerjanya. 

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan 

atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan 

dalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan juga Rencana Strategis 

tahun 2020-2024. Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan 

kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah di masa yang 

akan datang. 

Berdasarkan 23 sasaran kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja Kantor Wilayah 

Jawa Tengah tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menyusun 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja dengan sumber anggaran yang 

berasal dari: 

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI Tahun 

Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-013.01.2.408742/2023 Tanggal 30 November 2022; 

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 

(AHU) Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-013.03.2.408743/2023 Tanggal 30 November 

2022; 

3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

Kemenkumham RI (Ditjen PAS) Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA- 013.05.2.408744/2023 

Tanggal 30 November 2022; 

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI 
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(Ditjen Imigrasi) Nomor: SP DIPA-013.06.2.408745/2023 Tanggal 30 November 2022; 

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) 

Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA- 013.07.2.408746/2023 Tanggal 30 November 2022; 

6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) 

Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA- 013.10.2.408749/2023 Tanggal 30 November 2022; 

7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan HAM 

(BALITBANG HAM) Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-013.11.2.408750/2023 Tanggal 30 

November 2022; 

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) 

Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-013.09.2.408748/2023 Tanggal 30 November 2022; dan 

9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-

undangan (PP) Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-013.08.2.408747/2023 Tanggal 30 

November 2022. 

 

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

1. Tugas 

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor 

Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan 

di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seoarang Kepala Kantor Wilayah dan 

mengoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala Divisi (Administrasi, Pemasyarakatan, 

Keimigrasian serta Pelayanan Hukum dan HAM). 

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundangundangan. 

 

 

 

 

2. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi, yaitu: 

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan; 

2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual dan 

pemberian informasi hukum;  
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3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hokum daerah, pengembangan budaya hukum 

dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum; 

4. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang 

pemasyarakatan; 

5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, 

pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan 

6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah. 

Sejalan dengan upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance) dan meningkatnya pelayanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah melaksanakan kegiatan pelayanan publik sebagai 

berikut: 

1. Pelayanan Pemasyarakatan (Warga Binaan Pemasyarakatan) 

2. Pelayanan Informasi Keimigrasian 

3. Pelayanan Jasa Hukum 

a. Di bidang Kenotariatan (pengambilan sumpah notaris) 

b. Di bidang Fidusia (permohonan sertifikat jaminan fidusia-online) 

c. Di bidang kewarganegaraan (Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia) 

4. Pelayanan Kekayaan Intelektual 

Permohonan di bidang Kekayaan Intelektual: 

a. Pendaftaran Merek 

b. Permohonan Hak Cipta 

c. Pendaftaran Paten 

d. Pendaftaran Desain Industri 

5. Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

Melakukan Mediasi atas pengaduan masyarakat tentang pelanggaran dan pemenuhan 

HAM 

6. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; 

7. Pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin 

Menyediakan anggaran Bantuan Hukum cuma-cuma melalui Organisasi Bantuan Hukum 

untuk masyarakat miskin yang sedang berperkara di Pengadilan. 

3. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, terdiri dari: 

1. 1 (satu) orang Kepala Kantor Wilayah; 
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2. 4 (empat) orang Kepala Divisi: 

a. Kepala Divisi Administrasi,  

b. Kepala Divisi Pemasyarakatan,  

c. Kepala Divisi Keimigrasian dan  

d. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

3. 2 (dua) orang Kepala Bagian: 

- Bagian Umum dan  

- Bagian Program dan Hubungan Masyarakat 

4. 7 (tujuh) orang Kepala Bidang: 

a. Bidang Pemasyarakatan,  

- Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Tekonologi Informasi; dan 

- Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, 

Barang Rampasan Negara, dan Keamanan. 

b. Bidang Keimigrasian  

- Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian; dan 

- Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian. 

c. Bidang Pelayanan Hukum dan HAM 

- Bidang Pelayanan Hukum;  

- Bidang Hak Asasi Manusia; dan 

- Bidang Hukum. 

5. 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian  

- Sub Bagian Program dan Pelaporan 

- Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi 

- Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga 

- Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara 

6. 14 (empat belas) orang Kepala Sub Bidang  

- Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama 

- Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak 

- Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi 

- Sub Bidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Kemanan 

- Sub Bidang Perizinan Keimigrasian 

- Sub Bidang Informasi Keimigrasian 

- Sub Bidang Intelijen Keimigrasian 

- Sub Bidang Penindakan Keimigrasian 

- Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum 

- Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual 



 

 
  
 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 | 13 

- Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Hukum Daerah 

- Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH 

- Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia 

- Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM 

 

Struktur Ogranisasi Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satuan Kerja / Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Jawa Tengah 

Pengertian Unit Pelaksana Teknis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis 

Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah "Satuan Kerja yang bersifat 

mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis 

penunjang tertentu dari organisasi induknya". Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 
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Asasi Manusia Jawa Tengah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Provinsi Jawa Tengah yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terdiri dari 4 (empat) Divisi yaitu: 

1. Divisi Administrasi; 

2. Divisi Pemasyarakatan; 

3. Divisi Keimigrasian;  

4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM; 

5. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejumlah 75 UPT yang terdiri dari: 

- 31 (Tiga Peuluh Satu) UPT Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS); 

- 1 (Satu) UPT Lembaga Pembinaan Khusus Anak; 

- 18 (Delapan Belas) UPT Rumah Tahanan Negara (RUTAN); 

- 8 (Delapan) UPT Balai Pemasyarakatan (BAPAS); 

- 8 (Delapan) UPT Rumah Penyimpanan Basan dan Baran (RUPBASAN); 

- 6 (Enam) UPT Kantor Imigrasi; 

- 1 (Satu) UPT Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM); dan  

- 1 (Satu) UPT Balai Harta Peninggalan (BHP). 

- 1 (Satu) UPT Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. 

 

C. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata kepemerintahan yang baik, merupakan 

pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari 

pemikiran tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menyusun 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Jawa Tengah. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Jawa Tengah  Tahun 2023 berdasarkan 

pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP serta Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang pada intinya melaporkan hasil sebagai kinerja 

program dan keluaran sebagai kinerja kegiatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini 

berfungsi sebagai alat akuntabilitas kinerja bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Jawa Tengah selama Tahun 2023 dengan melandaskan pada pelaksanaan mandat yang 

diemban oleh organisasi. Selain fungsi akuntabilitas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini 

sekaligus memenuhi kebutuhan internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa 
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Tengah guna melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka penyempurnaan kinerja 

organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini 

menyajikan dan mengupas capaian kinerja sasaran program dan kegiatan Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. 

2. Tujuan 

Sebagai wujud pemerintahan yang baik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Jawa Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun 2023 sebagai wujud 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Dalam laporan ini 

dijelaskan capaian kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Tahun 

2023 sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya dalam 

melaksanakan tugas teknis dan fasilitatif dibidang hukum dan hak asasi manusia. 

 

D. Aspek Strategis 

Aspek Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang dalam melaksanakan tugas 

Kantor Wilayah juga menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut: 

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan; 

2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual dan 

pemberian informasi hukum;  

3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hokum daerah, pengembangan budaya 

hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum; 

4. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang 

pemasyarakatan; 

5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, 

pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan 

6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah. 

 

 

E. Isu Strategis 

Beberapa kendala yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Jawa Tengah Tahun 2023 diantaranya: 

1. Adanya kebijakan nomenklatur penganggaran yang membatasi pelaksanaan kegiatan 

berdasarkan wilayah, berdasarkan surat dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor 

PHN.2-HN.02.02-03 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Program Pembentukan Peraturan 

Daerah (PROPEMPERDA) dimana kegiatan pelaksanaan harmonisasi ke kab/kota 
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disebutkan secara tegas dalam rincian kertas kerja sehingga kurang dapat menyesuaikan 

dengan kebutuhan pelaksanaan; 

2. Maraknya tindak pidana perdagangan orang, sehingga kantor wilayah perlu meningkatkan 

kewaspadaan terhadap terjadinya hal tersebut; 

3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pemberian layanan publik; 

4. Keterbatasan dalam kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pada kantor wilayah jawa 

tengah; 

 

F. Sistematika Laporan 

Sistematika dalam Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi  

C. Maksud dan Tujuan  

D. Aspek Strategis  

E. Isu Strategis 

F. Sistematika Pelaporan 

BAB II Perencanaan Kinerja  

A. Rencana Strategis  

B. Perjanjian Kinerja  

BAB III Akuntabilitas Kinerja  

A. Capaian Kinerja Organisasi 

B. Realisasi Anggran  

C. Capaian Kinerja Anggaran  

D. Capaian Kinerja Lainnya 

BAB IV Penutup 

A. Simpulan  

B. Saran 

Lampiran-lampiran 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 
 
 
 
 
 

A. Rencana Strategis  

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 

berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 

tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-

2024 merupakan penjabaran RPJM ke-3 yang ditujukan untuk lebih memantapkan 

pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya 

saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya 
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manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dalam 

mendukung prioritas Presiden, program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga ditujukan untuk: 

menciptakan supremasi hukum; memberdayakan masyarakat untuk sadar Hukum dan HAM; 

memperkuat manajemen dan kelembagaan secara nasional; dan meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia. Program dan kegiatan tersebut dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan 

kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Hukum dan HAM. 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Jawa Tengah mengadopsi Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 33 tahun 2020 tentang 

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sebagaimana amanah 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(SPPN), bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, 

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Renstra juga memuat 

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan 

fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin 

dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.  

1. Visi 

Untuk merumuskan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia, disusunlah Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Penyusunan Visi dimaksudkan untuk: 

a. mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi 

b. memberikan arah dan fokus strategi yang jelas 

c. menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis yang terdapat pada organisasi 

d. memiliki orientasi kepada masa depan 

e. mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi 

f. menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi 

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima 

tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan 

pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas 

Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus 

memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata 

lain tugas birokrasi adalah making delivered, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh 

masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan 

tugas pemerintahan kedepan, yaitu: 
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a. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

b. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan 

distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, 

dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat; 

c. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat 

penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM; 

d. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan 

e. Transformasi ekonomi. 

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok 

bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, Visi 

Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 adalah:  

 
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royong” 

 
Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yang dikenal 

sebagai Nawacita Kedua yaitu: 

a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. 

b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. 

c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. 

d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. 

f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 

g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga. 

h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. 

i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. 

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan 

misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:  

a. membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;  

b. melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan 

kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan 

kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;  

c. menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama 

menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU 

Pemberdayaan UMKM;  
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d. memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan 

birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan 

e. melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur 

dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, 

pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi 

Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah: 

 
“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan 

Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk 

Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang 

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” 

 

2. Misi 

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM 

melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum 

yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi 

segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 

yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden 

tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut: 

a. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan 

nasional 

b. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas 

c. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi 

hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya 

d. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang 

berkelanjutan  

e. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat 

f. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan 

g. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan 

kelembagaan. 

 

3. Tata Nilai BerAkhlak 

merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, 

Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya Core Values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN 

sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu 
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kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Sedangkan 

#banggamelayanibangsa merupakan Employer Branding ASN yang melayani sepenuh hati. 

Core Values ASN menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya 

dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah, sebagaimana pesan 

Presiden Joko Widodo “ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah 

harus mempunyai core values yang sama”. Adapun Panduan Perilaku Core Values ASN 

BerAKHLAK sebagai berikut: 

a. Berorientasi Pelayanan 

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 

- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. 

- Melakukan perbaikan tiada henti. 

b. Akuntabel 

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan 

berintegritas tinggi. 

- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif 

dan efisien. 

- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. 

c. Kompeten 

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 

- Membantu orang lain belajar. 

- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. 

d. Harmonis 

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 

- Suka menolong orang lain. 

- Membangun lingkungan kerja yang kondusif. 

e. Loyal 

- Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

- Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. 

- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga 

rahasia jabatan dan negara. 

f. Adaptif 

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 

- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 

- Bertindak proaktif. 

g. Kolaboratif 
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- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 

- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 

- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. 

 

4. Tata Nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum 

dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja 

dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari 

Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Tata nilai ini mengacu kepada 

prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum 

dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang 

diharapkan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah 

sebagai berikut:  

rofesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Profesional 

dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diaharapkan 

mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui 

penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga 

mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM 

dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia. 

kuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut 

berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang 

didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus 

dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan 

ketentuan atau peraturan yang berlaku. 

inergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan 

suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang 

optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, 

komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai 

PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan 

kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku 

kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan 

berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.  

ransparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan 

dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi 

P 

A 

S 

T 
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tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses 

pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.  

novatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan 

imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan 

produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga 

mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan 

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. 

 

B. Perjanjian Kinerja 

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran 

dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana 

kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada 

tingkat sasaran dan kegiatan. 

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan 

anggaran, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: No.7 Tahun 

2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 

dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Target 

kinerja pada tingkat Rencana Strategis akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan 

organisasi didalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Perjanjian Kinerja. 

Berikut merupakan rangkuman dari Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dengan 9 Unit Eselon I yang terdiri 

dari 4 Program, 23 Sasaran Kegiatan dan 62 Indikator Kinerja Kegiatan: 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan Unit Eselon I 

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 Terwujudnya layanan administratif 
dan fasilitatif Kantor Wilayah yang 
efektif dan efisien 

Indeks kepuasan layanan inte1rnal di lingkungan Kantor 
Wilayah 

3,1 Indeks 

2 Terwujudnya layanan adminitrasi 
hukum umum di wilayah yang 
berkepastian hukum 

1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum 
Umum di wilayah 

5 % 

2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta 
Peninggalan yang berkepastian hukum 

86 % 

3 Meningkatnya efektivitas 
pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan 
MPD 

Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat 
terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan 
jabatan Notaris di wilayah 

86 % 

4 Terwujudnya layanan administrative 
dan fasilitatif Layanan Administrasi 
Hukum Umum di Wilayah yang 
efektif dan efisien 

Perencanaan Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP 90 % 

I 
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5 Terwujudnya penyelenggaraan 
pelayanan pemasyarakatan yang 
berkualitas di wilayah 

Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah 82 Indeks 

5 
6 

Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di 
Wilayah Sesuai Standar 

1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying 90 % 

2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan 
Penyuluhan Hukum 

90 % 

3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi 
Bantuan Hukum 

90 % 

6 
7 

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan 
Kepribadian, Pelatihan Vokasi, 
Pendidikan Dan Penanganan 
Narapidana Resiko Tinggi 

1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik 
Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian 
Kepribadian 

70 % 

2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi 99 % 

3. persentase narapidana yang mendapatkan hak 
integrasi 

85 % 

4. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak 
Pendidikan  

85 % 

5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah 
Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Dispilin 

17 % 

6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan 
Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi 

31 % 

7. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif 72 % 

7 
8 

Meningkatnya Pelayanan 
Pengelolaan Basan Baran di wilayah 
sesuai standar 

1. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang 
Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya 

80 % 

2. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang 
Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum 
Tetap 

80 % 

8 
9 

Meningkatnya Pelayanan 
Pembimbingan Klien 
Pemasyarakatan Dan Pemenuhan 
Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar 
Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar 

1. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau 
Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga  

60 % 

2. Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana 
Penjara 

55 % 

3. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak 
Pendidikannya 

35 % 

9 
10 

Meningkatnya Pemenuhan Hak 
Pendidikan Anak Di LPKA Dan 
Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai 
Standar 

1. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan 
Keterampilan Dan Bersertifikat 

80 % 

2. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi 100 % 

3. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan 
Sesuai Standar  

90 % 

4. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal 
Dan Non Formal 

90 % 

10 
11 

Meningkatnya Kualitas 
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di 
Bidang Keamanan dan Ketertiban 

1. Persentase Pengaduan Yang diselesaikan 85 % 

2. Persentase pencegahan Gangguan Kamtib 80 % 

3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata 
Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan 
Kamtib 

85 % 

4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca 
Gangguan Kamtib Secara Tuntas 

80 % 

11 
12 

Meningkatnya Pelayanan Keamanan 
Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai 
Standar 

1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai 
Standar 

85 % 

2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah 80 % 

3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata 
Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan 
Kamtib 

85 % 

4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca 
Gangguan Kamtib Secara Tuntas 

80 % 



 

 
  
 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 | 25 

12 
13 

Meningkatnya Pelayanan Perawatan 
Narapidana/Tahanan/Anak, 
Pengendalian Penyakit Menular dan 
Peningkatan Kualitas Hidup 
Narapidana Peserta Rehabilitasi 
Narkokita di wilayah 

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan 
/Narapidana/Anak sesuai dengan standar 

80 % 

Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan 
layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 

94 % 

Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu 
hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan 
maternal 

97 % 

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami 
gangguan mental dapat tertangani 

80 % 

Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan 
layanan kesehatan sesuai standar 

85 % 

Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan 
khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan 
sesuai standar 

85 % 

Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular 
HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif 
(berhasil sembuh)  

80 % 

Persentase perubahan kualitas hidup 
pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan 
narkotika 

27 % 

13 
14 

Meningkatnya kualitas pelaksanaan 
tugas dan fungsi keimigrasian di 
Wilayah 

1.  Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan 
Keimigrasian di Wilayah 

3.25 Indeks 

2.  Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah 3.13 Indeks 

14 
15 

Terselenggaranya pelayanan 
kekayaan intelektual yang 
berkualitas di kantor wilayah 
kementerian hukum dan HAM 

1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah 548 Layanan 

2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan 
intelektual oleh kantor wilayah  

1 Lokus 

15 
 

Terselenggaranya Penegakan Hukum 
di Bidang Kekayaan Intelektual oleh 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum 
dan HAM yang Handal 

1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan 
Intelektual 

100 % 

2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran 
Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah 

2 Lokus 

16 
 

3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di 
Wilayah 

6 Laporan 

17 Terfasilitasinya rancangan produk 
hukum di daerah 

Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor 
wilayah kemenkumham 

80 % 

18 Terselenggaranya pembinaan 
perancang peraturan perundang-
undangan 

Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di 
daerah yang mendapatkan pembinaan 

22 Orang 

18 
19 

Meningkatnya pemerintah daerah 
yang melaksanakan program aksi 
HAM 

1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan 
program aksi HAM 

9 Instansi 

2. Jumlah kab/kota peduli HAM 5 Instansi 

3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil 
diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik 
berbasis HAM 

1 Instansi 

20 Meningkatnya rekomendasi 
Pelindungan dan Pemenuhan Hak 
Asasi Manusia Di Wilayah 

Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan 
Hak Asasi Manusia Di Wilayah 

3 Rekomen
dasi 

21 Terselenggaranya Fasilitasi 
perencanaan serta pemantauan dan 
peninjauan/analisis dan evaluasi 
produk hukum di wilayah 

Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan 
pemantauan produk hukum daerah 

2 Kegiatan 

21 
22 

Meningkatnya kesadaran hukum 
serta terpenuhinya akses keadilan 

1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang 
dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

82 % 
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dan informasi hukum masyarakat di 
wilayah 

2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi 
yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-
undangan 

80 % 

3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 76.75 Indeks 

4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang 
terbentuk di masing-masing wilayah 

70 % 

5. Persentase anggota JDIHN yang berpartispasi aktif 20 % 

23 Rekomendasi hasil kajian di wilayah 
sebagai bahan penelitian dan 
pengembangan hukum dan hak asasi 
manusia 

Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai 
bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak 
asasi manusia 

80 % 

Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang 
disosialisasikan di wilayah 

1 Buku 

 
Berikut merupakan alokasi anggaran untuk masing-masing program di Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun 2023: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
PROGRAM  

(UNIT ESELON I) 
2023 

1. Program Dukungan Manajemen 
(Sekretariat Jenderal) 

Rp. 26,928,470,000 

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
(Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) 

Rp. 4,811,600,000 

3. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
(Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) 

Rp. 1,344,182,000 

4. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
(Direktorat Jenderal Keimigrasian) 

Rp. 1,497,828,000 

5. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
(Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) 

Rp. 1,863,881,000 

6. Program Pembentukan Regulasi  
(Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan) 

Rp. 367,000,000 

7. Program Pemajuan dan Penegakan HAM  
(Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia) 

Rp. 315,238,000 

8. Program Pembentukan Regulasi  
(Badan Pembinaan Hukum Nasional) 

Rp. 5,862,668,000 

9. Program Dukungan Manajemen  
(Badan Penelitian dan Pengembangan HAM) 

Rp. 200,351,000 

Jumlah Rp. 43,191,218,000 
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BAB III 
AKUNTABILITAS  

KINERJA 
 

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan 

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan 

seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan 

tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi 

kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah 

ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah merupakan 

instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Provinsi yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan perundang-
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undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertangungjawaban atas tugas yang 

diberikan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah diwajibkan untuk 

membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berpedoman peraturan yang berlaku. 

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2023 

ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Kantor 

Wilayah Jawa Tengah yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/terlaksana pada 

periode/tahun tersebut.  

Sepanjang Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah 

memperoleh 15 penghargaan yang terdiri dari: 

1. Terbaik I Kategori Pemberitaan Positif Terbanyak Tahun 2022 dengan indikator penilaian 

yaitu pemberitaan positif pada media; 

2. Terbaik di bidang Pengelolaan dan Pelaporan Laporan Harian Intelijen (LHI) Keimigrasian 

Tahun 2022; 

3. Terbaik II Penghargaan Penyelenggaraan Sosialisasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan 

Tahun 2023; 

4. Terbaik I Pengelolaan JDIHN; 

5. Terbaik III Penyelenggara IPK-IKM di Tingkat Kantor Wilayah Kemenkumham Tahun 2022; 

6. Terbaik III Sub Kategori Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual Wilayah Indonesia Barat 

Tahun 2023; 

7. Terbaik III Sub Kategori Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual Komunal Tervalidasi 

Tahun 2023; 

8. Terbaik II Kategori Strategi dan Inovasi Layanan Kekayaan Intelektual; 

9. Terbaik di Bidang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM); 

10. Terbaik II Kanwil dalam Kegiatan Pelatihan Mempergunakan Metode MOOC 

Kemenkumham; 

11. Penghargaan atas Operasionalisasi Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah; 

12. Terbaik Kategori Produktivitas Konten Kreatif Layanan AHU di wilayah; 

13. Pembinaan HAM Terbaik; 

14. Terbaik II Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 

15. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). 

 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Untuk dapat menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah perlu dilakukan pengukuran kinerja. 

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai 
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dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator 

kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian 

tujuan dan sasaran. 

Dengan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kanwil 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran 

dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan 

cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat 

pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator 

kinerja yaitu meliputi Input, Output, dan Outcome. 

1. Input: segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk 

menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya. 

2. Output: segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegaitan 

yangdapat berupa fisik dan non fisik 

3. Outcome: indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek 

langsung). 

 Capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau 

urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan 

kebijakan. Capaian kinerja Tahun 2023 merupakan realisasi dari rencana kinerja Tahun 2023 

dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian/target 

berdasarkan indikator kinerja outcome. 
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Realisasi Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun 2023 

NO 
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

CAPAIAN 
(%) 

1 Terwujudnya layanan administratif 
dan fasilitatif Kantor Wilayah yang 
efektif dan efisien 

Indeks kepuasan layanan internal di 
lingkungan Kantor Wilayah 

3,1 3,88 125,16 

2 Terwujudnya layanan adminitrasi 
hukum umum di wilayah yang 
berkepastian hukum 

1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi 
Hukum Umum di wilayah 

5 0 0 

2. Persentase penyelesaian layanan Balai 
Harta Peninggalan yang berkepastian hukum 

86 90,51 105,24 

3 Meningkatnya efektivitas 
pelaksanaan tugas MKNW, MPW 
dan MPD 

Persentase penyelesaian laporan pengaduan 
masyarakat terkait dugaan pelanggaran 
perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di 
wilayah 

86 88,88 103,36 

4 Terwujudnya layanan 
administrative dan fasilitatif 
Layanan Administrasi Hukum 
Umum di Wilayah yang efektif dan 
efisien 

Perencanaan Laporan Keuangan, dan Citra 
Positif BHP 

90 81,87 90,97 

5 Terwujudnya penyelenggaraan 
pelayanan pemasyarakatan yang 
berkualitas di wilayah 

Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di 
wilayah 

82 82 100 

6 Meningkatnya Pelayanan Tahanan 
Di Wilayah Sesuai Standar 

1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang 
Overstaying 

90 98,3 109,22 

2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh 
Layanan Penyuluhan Hukum 

90 100 111,11 

3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh 
Fasilitasi Bantuan Hukum 

90 93,5 103,88 

7 Meningkatnya Pelayanan 
Pembinaan Kepribadian, Pelatihan 
Vokasi, Pendidikan Dan 
Penanganan Narapidana Resiko 
Tinggi 

1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh 
Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada 
Instrument Penilaian Kepribadian 

70 92.44 132.01 

2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan 
Hak Remisi 

99 92,54 93,47 

3. persentase narapidana yang mendapatkan 
hak integrasi 

85 92,50 108,82 

4. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan 
Hak Pendidikan  

85 90,24 106,16 

5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang 
Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh 
Dan Dispilin 

17 109,37 643,35 

6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh 
Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi 
Bersertifikasi 

31 151,9 490 

7. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan 
Produktif 

72 92 127,78 

8 Meningkatnya Pelayanan 
Pengelolaan Basan Baran di 
wilayah sesuai standar 

1. Persentase Benda Sitaan Dan Barang 
Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan 
Kuantitasnya 

80 73,87 92,34 

2. Persentase Benda Sitaan Dan Barang 
Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan 
Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap 

80 77,06 96,34 

9 Meningkatnya Pelayanan 
Pembimbingan Klien 
Pemasyarakatan Dan Pemenuhan 
Hak Pendidikan Klien Anak Pada 
Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai 
Standar 

1. Persentase Klien Usia Produktif Yang 
Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di 
Luar Lembaga  

60 98,3 163,84 

2. Persentase Anak Yang Mendapatkan 
Putusan Pidana Penjara 

55 99,02 180,04 

3. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak 
Pendidikannya 

35 60,78 173,66 

10 Meningkatnya Pemenuhan Hak 
Pendidikan Anak Di LPKA Dan 

1. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan 
Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat 

80 93,02 116,28 
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Pengentasan Anak Di Wilayah 
Sesuai Standar 

2. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak 
Integrasi 

100 100 100 

3. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak 
Pengasuhan Sesuai Standar  

90 100 111,11 

4. Persentase Anak Yang Mengikuti 
Pendidikan Formal Dan Non Formal 

90 93 103,33 

11 Meningkatnya Kualitas 
Penyelenggaraan Pemasyarakatan 
di Bidang Keamanan dan 
Ketertiban 

1. Persentase Pengaduan Yang diselesaikan 85 100 117,64 

2. Persentase pencegahan Gangguan Kamtib 80 91,65 114,56 

3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin 
Terhadap Tata Tertib Oleh 
Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan 
Kamtib 

85 85,26 100 

4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan 
Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas 

80 100 125 

12 Meningkatnya Pelayanan 
Keamanan Dan Ketertiban Di 
Wilayah Sesuai Standar 

1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti 
Sesuai Standar 

85 100 117,65 

2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat 
Dicegah 

80 91,65 115 

3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin 
Terhadap Tata Tertib Oleh 
Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan 
Kamtib 

85 96,61 114,11 

4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan 
Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas 

80 100 125 

13 Meningkatnya Pelayanan 
Perawatan 
Narapidana/Tahanan/Anak, 
Pengendalian Penyakit Menular 
dan Peningkatan Kualitas Hidup 
Narapidana Peserta Rehabilitasi 
Narkokita di wilayah 

Persentase pemenuhan layanan makanan 
bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai 
dengan standar 

80 100 125 

Persentase Tahanan /Narapidana/Anak 
mendapatkan layanan kesehatan (preventif) 
secara berkualitas 

94 100 106,38 

Persentase Tahanan dan Narapidana 
perempuan (ibu hamil dan menyusui) 
mendapat akses layanan kesehatan maternal 

97 100 103,1 

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang 
mengalami gangguan mental dapat 
tertangani 

80 100 125 

Persentase tahanan/narapidana lansia yang 
mendapatkan layanan kesehatan sesuai 
standar 

85 100 117,65 

Persentase tahanan/narapidana/anak 
berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang 
mendapatkan layanan kesehatan sesuai 
standar 

85 100 117,65 

Persentase keberhasilan penanganan 
penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah 
virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)  

80 80 100 

Persentase perubahan kualitas hidup 
pecandu/penyalahguna/korban 
penyalahgunaan narkotika 

27 36 133,34 

14 Meningkatnya kualitas pelaksanaan 
tugas dan fungsi keimigrasian di 
Wilayah 

1.  Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 
Layanan Keimigrasian di Wilayah 

3.25 3,96 121,8 

2.  Indeks Pengamanan Keimigrasian di 
Wilayah 

3.13 3,63 115,97 

15 Terselenggaranya pelayanan 
kekayaan intelektual yang 
berkualitas di kantor wilayah 
kementerian hukum dan HAM 

1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi 
kantor wilayah 

548 650 118,6 

2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan 
promosi kekayaan intelektual oleh kantor 
wilayah  

1 2 200 

16 Terselenggaranya Penegakan 
Hukum di Bidang Kekayaan 

1. Persentase Penanganan Aduan 
Pelanggaran Kekayaan Intelektual 

100 100 100 
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Intelektual oleh Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan HAM 
yang Handal 

2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan 
Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang 
Dilakukan oleh Kantor Wilayah 

2 2 100 

 
 

3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan 
Intelektual di Wilayah 

6 6 100 

17 Terfasilitasinya rancangan produk 
hukum di daerah 

Persentase rancangan perda yang difasilitasi 
oleh kantor wilayah kemenkumham 

80 100 125 

18 Terselenggaranya pembinaan 
perancang peraturan perundang-
undangan 

Jumlah perancang peraturan perundang-
undangan di daerah yang mendapatkan 
pembinaan 

22 21 95,45 

19 Meningkatnya pemerintah daerah 
yang melaksanakan program aksi 
HAM 

1. Jumlah pemerintah daerah yang 
melaksanakan program aksi HAM 

9 36 400 

2. Jumlah kab/kota peduli HAM 5 34 680 

3. Jumlah instansi pemerintah yang 
menindaklanjuti hasil diseminasi dan 
penguatan HAM melalui pelayanan publik 
berbasis HAM 

1 4 400 

20 Meningkatnya rekomendasi 
Pelindungan dan Pemenuhan Hak 
Asasi Manusia Di Wilayah 

Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan 
Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah 

3 4 133 

21 Terselenggaranya Fasilitasi 
perencanaan serta pemantauan 
dan peninjauan/analisis dan 
evaluasi produk hukum di wilayah 

Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan 
dan pemantauan produk hukum daerah 

2 2 100 

22 Meningkatnya kesadaran hukum 
serta terpenuhinya akses keadilan 
dan informasi hukum masyarakat 
di wilayah 

1. Persentase permohonan bantuan hukum 
litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan 

81 91,69 113,19 

2. Persentase permohonan bantuan hukum 
non litigasi yang dilayani sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan 

80 91,75 114,69 

3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 76.75 76,96 100,46 

4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum 
yang terbentuk di masing-masing wilayah 

70 77,42 110,60 

5. Persentase anggota JDIHN yang 
berpartispasi aktif 

20 74 370 

23 Rekomendasi hasil kajian di wilayah 
sebagai bahan penelitian dan 
pengembangan hukum dan hak 
asasi manusia 

Persentase rekomendasi hasil kajian di 
wilayah sebagai bahan penelitian dan 
pengembangan hukum dan hak asasi manusia 

80 100 125 

Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia 
yang disosialisasikan di wilayah 

1 1 100 
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SASARAN KEGIATAN 1 

Terwujudnya Layanan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah yang Efektif 
dan Efisien 

 

Program Dukungan Manajemen. yang diturunkan pada Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun 2023 yaitu sebanyak 1 sasaran kegiatan 

yang tercantum dalam perjanjian kinerja Tahun 2023 sebagaimana dalam tabel berikut: 

 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

Terwujudnya layanan 
administratif dan 
fasilitatif Kantor Wilayah 
yang efektif dan efisien 

Indeks kepuasan layanan internal di 
lingkungan Kantor Wilayah 

3,1 3,88 125.16 

Sumber data: 3AS Survey Management 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

Indikator kinerja kegiatan (IKK) Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif 

Kantor Wilayah yang efektif dan efisien pada Kantor Wilayah tercapai sebesar 125,16% 

dengan formulasi sebagai berikut: 

=
∑ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑘𝑒𝑝𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

∑ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑘𝑒𝑝𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
𝑥100% 

=
3.88

3.1
𝑥100% = 125.16% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor 
Wilayah 

3,1 3,88 125.16 

 

Berdasarkan data hasil survey kepuasan 3AS Survey Management yang dilakukan oleh 

kantor wilayah melalui halaman https://survei.balitbangham.go.id/home di Tahun 2023 

menunjukkan hasil sebagai berikut: 
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Dengan nilai indeks sebesar 3.88 untuk kualitas pelayanan (IKM) dan 3.91 untuk 

perilaku penyimpangan pelayanan (IPK). Nilai kualitas pelayanan (IKM) ≥ 90 yaitu sebesar 

97.07 dan nilai perilaku penyimpangan pelayanan (IPK) sebesar 97.82 dikategorikan 

sangat baik (A). 

Dengan nilai kepuasan internal sebesar 3,88 yang melebihi target dalam dokumen 

perjanjian kinerja Tahun 2023 (target sebesar 3,1) mengindikasikan bahwa pengguna 

layanan di Kantor Wilayah Jawa Tengah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan 

oleh Kantor Wilayah Jawa Tengah, maka bisa dikatakan Kantor Wilayah Jawa Tengah 

berkinerja optimal dengan berhasil mencapai sasaran target kinerjanya. 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022: 

 

INDIKATOR KINERJA 

2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Indeks kepuasan 
layanan internal di 
lingkungan Kantor 
Wilayah Kementerian 
Hukum dan HAM Jawa 
Tengah 

3,1 3,69 3,1 3,96 3,1 3,88 

 
Berdasarkan tabel diatas, indeks kepuasan layanan internal di lingkungan kantor 

wilayah jawa tengah pada Tahun 2023 mempunyai target indeks yang sama yaitu sebesar 

3,1, dimana pada tahun 2022 terealisasi sebesar 3,96 dan pada Tahun 2023 terlaksana 

sebesar 3,88 yang mengalami penurunan nilai indeks kepuasan sebesar 0.08 dibandingkan 

tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 dengan target sebesar 3,1 tercapai sebesar 3,69. 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 
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Perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan target kinerja jangka menengah 

di Renstra Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tabel diatas dapat dilihat bahwa 

target capaian kinerja pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 adalah capaian indeks 

kepuasan layanan sebesar 3,1 sehingga kantor wilayah perlu mengupayakan kinerja yang 

optimal dalam mencapai target di tahun 2023 dan 2024 yang salah satunya melalui 

peningkatan sarana dan fasilitas penunjang pelayanan internal, pemanfaatan teknologi dan 

membuat inovasi-inovasi yang bermanfaat, serta peningkatan kompetensi melalui corpu.  

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah tersebut tidak terlepas dari peran seluruh 

jajaran kantor wilayah, anggaran yang tersedia, sarana prasarana serta komitmen seluruh 

jajaran Kantor Wilayah dalam mendukung dan mewujudkan layanan internal yang optimal 

di kantor wilayah Tahun 2023. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Adanya inovasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah 

yaitu aplikasi HAI PENENGAH. HAI PENENGAH merupakan akronim dari Halaman 

Informasi Kepegawaian Jawa Tengah. Aplikasi berbasis web ini terlahir dalam rangka 

memfasilitasi dan merespon kebutuhan percepatan penyampaian informasi, pelaporan, 

dan peningkatan kualitas pelayananan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa 

Tengah khususnya pada pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan 

Rumah Tangga. Diharapkan halaman ini menjadi penengah atas segala kebutuhan 

informasi dan pelaporan dalam hal kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga. 
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SASARAN KEGIATAN 2 

Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian 
hukum 

 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Terwujudnya layanan 
adminitrasi hukum 
umum di wilayah yang 
berkepastian hukum 

1. Persentase peningkatan PNBP 
Administrasi Hukum Umum di 
wilayah 

5 0 0 

2. Persentase penyelesaian layanan 
Balai Harta Peninggalan yang 
berkepastian hukum 

86 90,51 105,24 

 
Sasaran kegiatan Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang 

berkepastian hukum mempunyai 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut: 

1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini adalah persentase peningkatan PNBP 

dari pelayanan administrasi hukum umum di wilayah dengan target perolehan PNBP 

tahun 2023 sebesar 5% lebih tinggi dari pada perolehan PNBP tahun 2022. Perolehan 

PNBP di wilayah provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2023 senilai Rp 51,837,308,124 

(Lima puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu serratus 

dua puluh empat rupiah). Jika perolehan nilai PNBP Tahun 2023 dibandingkan dengan 

perolehan PNBP Tahun 2022 senilai Rp 53,662,471,312 (Lima puluh tiga miliar enam 

ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah), 

nilai perolehan PNBP Tahun 2022 lebih tinggi 3.40% dari pada nilai perolehan PNBP 

Tahun 2023. 

 TAHUN 2023  TAHUN 2022 

Volume Layanan Jumlah Penerimaan 

(Rp) 

Volume Layanan Jumlah Penerimaan 

(Rp) 

544.931 51.837.308.124 564.077 53.662.471.312 

 

=
∑𝑃𝑁𝐵𝑃 2023 − 𝑃𝑁𝐵𝑃 2022

∑ 𝑃𝑁𝐵𝑃 2022
𝑥100% 

=
25,268,765,375 − 26,111,677,312

26,111,677,312
𝑥100% = −3.40% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum 
Umum di wilayah 

5% 0% 0 
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b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022:  

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase peningkatan 
PNBP Administrasi Hukum 
Umum di wilayah 

5% 5% 5% 13.41% 5% 0 

 

Berdasarkan perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan tahun 2020 dan 2021 diatas, 

capaian kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah pada indikator kinerja kegiatan Persentase 

peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah dengan target sebesar 5% di 

tahun 2021, 2022, dan 2023 terealisasi sebesar 5% di tahun 2021 dan 13.41% di tahun 

2022, sedangkan pada tahun 2023 belum dapat memenuhi sesuai target sebesar 5%, 

diharapkan di periode berikutnya dapat meningkatkan kinerja pelayanan Administrasi 

Hukum Umum.  

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

 

 

Perbandingan indikator persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum 

Umum dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Kementerian Hukum 

dan HAM Tahun 2023 sebesar 5% sesuai dengan target jangka menengah tahun 2021-

2024 telah tercapai sebesar 5% pada tahun 2021 dan 2022, sedangkan pada tahun 2023 

belum tercapai sesuai target. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Ketidakberhasilan 

Penyebab tidak tercapainya realisasi sesuai dengan target karena terdapat 

penurunan jumlah transaksi penggunaan layanan AHU pada tahun 2023 sebagaimana 

diketahui melaluilaman kanwil.ahu.go.id. Jumlah penerimaan PNBP per 31 Desember 

2022 sebesar Rp. 53.703.571.312, sedangkan pada tahun 2023 per tanggal 31 

Desember sebesar Rp.51.837.308.124 atau mengalami penurunan sebesar 3,4% 

dibandingkan PNBP tahun 2022. 

f. Analisis Kegiatan penunjang ketidakberhasilan 

Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan administrasi hukum umum 
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secara langsung di loket pelayanan Kantor Wilayah. Sehingga, kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan administrasi hukum umum dapat mengalami peningkatan di periode 

berikutnya 

. 

2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang Berkepastian Hukum 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

Pada indikator Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang 

berkepastian hukum dengan target sebesar 84% terealisasi sebesar 98.77%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa Balai Harta Peninggalan Semarang telah berhasil mencapai 

target kinerjanya dengan menyelesaikan jumlah layanan yang masuk ke Balai Harta 

Peninggalan Semarang selama Tahun 2023. 

=
∑ %𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐵𝐻𝑃

∑ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 %
𝑥100% 

=
90,51

86
𝑥100% = 105,24% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

Persentase penyelesaian layanan Balai Harta 
Peninggalan yang berkepastian hukum 

86% 90.51% 105.24 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase 
penyelesaian layanan 
Balai Harta 
Peninggalan yang 
berkepastian hukum 

82% 84% 84% 98.77% 86% 90.51 

Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian 

hukum tahun 2021 dengan target sebesar 82% tahun 2021 terealisasi sebesar 84%, 

tahun 2022 dengan target sebesar 84% terealisasi sebesar 98.77%, sedangkan pada 

Tahun 2023 dengan target sebesar 86% terealisasi 90.51%. 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 
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Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian 

hukum pada tahun 2021 dengan target sebesar 82% tercapai sebesar 84%, sedangkan 

pada Tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 98.77% lebih besar dari target 

sebesar 84%, jumlah target pesentase pada tahun 2023 sebesar 86%, dan pada tahun 

2024 sebesar 88%. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Ketidakberhasilan dalam merealisasikan target kinerja pada Tahun 2023 

dikarenakan dasar periode penyusunan LKjIP yang hanya sampai dengan bulan juni 

2023, sedangkan target dalam perjanjian kinerja merupakan target dengan periode 

tahunan, sehingga belum sepenuhnya dapat menggambarkan capaian kinerja Kantor 

Wilayah Jawa Tengah. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Adanya aplikasi SILANDU (Sistem Informasi Layanan Terpadu) pada Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, dimana SILANDU merupakan 

layanan publik yang dilakukan secara bersama, terpadu, dan transparan dalam satu 

tempat yang sama oleh 4 (empat) divisi yaitu Pelayanan Hukum dan HAM, Keimigrasian, 

Pemasyarakatan, dan Administrasi. 

 
 

SASARAN KEGIATAN 3 

Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD 

 

1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran 

perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah telah menerima laporan hasil 

pemeriksaan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap dugaan pelanggaran 

pelaksanaan jabatan dan/atau perilaku yang dilakukan oleh para Notaris terlapor, yakni: 

Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris 
No. MPD Notaris Notaris 

Terlapor 
Status 
Hukum 

Sanksi Administratif 

1. Kota Salatiga AR - Peringatan Tertulis Ketiga 

2. Kota Magelang ASH eks-
Narapidana 

Usulan Pemberhentian dengan Tidak 
Hormat 

3. Kab.Banyumas dan 
Kab. Purbalingga 

AWY - Peringatan Tertulis Pertama 

4. Kab.Banyumas dan RFD Narapidana Usulan Pemberhentian dengan Tidak 
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Kab. Purbalingga Hormat 

5. Kab.Banyumas dan 
Kab. Purbalingga 

PR - Peringatan Tertulis Pertama 

6. Kab. Tegal MT Tahanan 
Kota 

- 

7. Kota Semarang DH - Peringatan Tertulis Pertama 
 

8. Kab. Banyumas dan 
Kab. Purbalingga 

ML - Usulan Pemberhentian dengan Tidak 
hormat 

9. Kab. Klaten AK - Peringatan Tertulis Pertama 
 

Kesembilan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Majelis Pengawas Daerah 

Notaris kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah seluruhnya telah 

dilakukan gelar perkara dan pemeriksaan. Namun, kasus dugaan pelanggaran 

pelaksanaan jabatan dan/atau perilaku Notaris yang dilakukan oleh Notaris MT tidak 

dijatuhi sanksi administratif oleh Majelis Pemeriksa Wilayah, karena Majelis Pemeriksa 

Wilayah berpendapat perlu menunggu adanya putusan pemidanaan terhadap Notaris MT 

sebelum menjatuhkan sanksi administratif berupa usulan pemberhentian sementara atau 

usulan pemberhentian dengan tidak hormat. Oleh karena itu, dari kesembilan laporan hasil 

pemeriksaan hanya ada 1 laporan hasil pemeriksaan yang belum diputus oleh Majelis 

Pemeriksa Wilayah. Dengan demikian, tingkat penyelesaian penyelesaian pengaduan 

masyarakat mengenai dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan/atau perilaku Notaris 

adalah 83.33% (delapan puluh tiga koma tiga puluh tiga persen).. 

=
∑𝐿𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 

∑ 𝐿𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑢𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 
𝑥100% 

=
8

9
𝑥100% = 88.88% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat 
terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan 
Notaris di wilayah 

86% 88,88 103,36 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase penyelesaian 
laporan pengaduan 
masyarakat terkait dugaan 
pelanggaran perilaku dan 
pelaksanaan jabatan 
Notaris di wilayah 

82% 100% 84% 100% 86% 88,88 
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Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan 

pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah tahun 2021 dengan target 

82% terealisasi 100%, pada tahun 2022 dengan target sebesar 84% terealisasi sebesar 

100%, sedangkan di Tahun 2023 dengan target 86% terealisasi 88,88%. 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan 

pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah pada tahun 2021 dengan 

target sebesar 82% terealisasikan sebesar 100%, sedangkan pada Tahun 2023 terealisasi 

sebesar 100% sesuai dengan target pada Tahun 2023 sebesar 82%, target sebesar 86% 

pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 sebesar 88%. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya dukungan anggaran, sarana prasarana dan penyelesaian layanan serta aduan di 

wilayah yang terselesaikan secara tepat waktu. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Adanya aplikasi SILANDU (Sistem Informasi Layanan Terpadu) pada Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, dimana SILANDU merupakan layanan publik 

yang dilakukan secara bersama, terpadu, dan transparan dalam satu tempat yang sama 

oleh 4 (empat) divisi yaitu Pelayanan Hukum dan HAM, Keimigrasian, Pemasyarakatan, 

dan Administrasi. 
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SASARAN KEGIATAN 4 

Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum 
Umum di Wilayah yang efektif dan efisien 

 
1. Perencanaan Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 

∑ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 
𝑥100% 

=
81,87

90
𝑥100% = 90,97% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Perencanaan Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP 90% 81,87 90,97 

 

g. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Perencanaan Laporan 
Keuangan, dan Citra 
Positif BHP 

90% 100% - - 90% 81,87 

Persentase Perencanaan Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP tahun 2021 

dengan target 90% terealisasi 100%, pada tahun 2022 tidak ada target dalam perjanjian 

kinerja, sedangkan di Tahun 2023 dengan target 90% terealisasi 81.87%. 

h. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase Perencanaan Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP pada semester 

1 tahun 2023 dengan target sebesar 90% terealisasikan sebesar 81,87%, dibandingkan 

dengan target yang terdapat rencana startegis 2021-2024 yaitu sebesar 90%. 

i. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

j. Penyebab Ketidakberhasilan 

Ketidakberhasilan dalam merealisasikan target kinerja pada Tahun 2023 dikarenakan 

terdapat blokir anggaran sebesar 504.000.000 guna pembelian Kendaraan roda 4, Dimana 
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telah dilakukan Upaya pengajuan buka blokir anggaran sejak Bulan September, akan tetapi 

belum ada tindak lanjut, sehingga berpengaruh pada laporan keuangan. 

k. Analisis Kegiatan penunjang ketidakberhasilan 

Adanya pemblokiran anggaran sebesar 504.000.000 guna pembelian Kendaraan 

roda 4, sehingga berpengaruh pada laporan keuangan. 

 
 

 

SASARAN KEGIATAN 5 

Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di 
Wilayah 

 

Dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM terdapat 3 sasaran program 

yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang didelegasikan di Kantor 

Wilayah dengan sasaran kegiatan sebagai berikut: 

Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah  

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah Jawa Tengah dengan target 

sebesar 81 pada Tahun 2023 telah tercapai sebesar 97.59. 

=
∑ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛

∑ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑥100% 

=
82

82
𝑥100% = 100% 

 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah 82 82 100 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Indeks 
Penyelenggaraan 
Pemasyarakatan di 
Wilayah 

80 80 81 97,59 82 82 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 
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target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah pada Tahun 2023 dengan 

target sebesar 82 terealisasikan sebesar 82. Apabila merujuk target jangka menengah pada 

dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 80, pada Tahun 2022 

mengalami kenaikan target menjadi 81, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga 

mengalami kenaikan menjadi 82 di tahun 2023 dan sebesar 83 di tahun 2024, sehingga 

kantor wilayah perlu mengupayakan kinerja yang optimal dalam mencapai target di tahun 

2023 dan 2024 yang salah satunya melalui peningkatan sarana dan fasilitas penunjang 

pelayanan internal, pemanfaatan teknologi dan membuat inovasi-inovasi yang bermanfaat, 

serta peningkatan kompetensi melalui corpu 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 

karena adanya dukungan dari jajaran Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dalam 

menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan di jawa tengah. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Dengan hasil indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah jawa tengah 

sebesar 80 maka sasaran target kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah telah tercapai 100%, 

hal ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah jawa tengah 

telah sesuai dengan yang ditargetkan dalam dokumen perjanjian kinerja. 

 
 

SASARAN KEGIATAN 6 

Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar 

 
1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

 

=
∑𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑦𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑘𝑡 2022 −  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑦𝑖𝑛𝑔 𝑛𝑜𝑣 2022 

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑦𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑘𝑡 2022
𝑥100% 

=
2821−48

2821
 = 98,3% 

 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying 90 98,3 109,22 
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b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase 
Menurunnya Tahanan 
Yang Overstaying 

70% 85% 80 31,30 90 98,3 

Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying di tahun 2021 dengan target 

70% terealisasi 85% sedangkan di Tahun 2023 dengan target 90% terealisasi 98,3%. 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying pada Tahun 2023 dengan target 

sebesar 90% terealisasikan sebesar 98,3%. Apabila merujuk target jangka menengah pada 

dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 70, pada Tahun 2022 

mengalami kenaikan target menjadi 80, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga 

mengalami kenaikan menjadi 90 di tahun 2023 dan sebesar 100 di tahun 2024, sehingga 

kantor wilayah perlu mengupayakan kinerja yang optimal dalam mencapai target di tahun 

2023 dan 2024 yang salah satunya melalui peningkatan sarana dan fasilitas penunjang 

pelayanan internal, pemanfaatan teknologi dan membuat inovasi-inovasi yang bermanfaat, 

serta peningkatan kompetensi melalui corpu. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Tercapainya Target 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 

karena adanya dukungan dari jajaran Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dalam 

menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan di jawa tengah. 

f. Analisis Kegiatan Tercapainya Target 

koordinasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dengan APH terkait 

percepatan data, mapping dam konsolidasi data tahanan lebih intensif.  

 

2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum dengan target sebesar 

80% tercapai sebesar 100% 
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a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝑇𝑎ℎ𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐻𝑢𝑘𝑢𝑚

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛𝑎𝑛
𝑥100% 

=
2663

2663
𝑥100% = 100% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan 
Hukum 

90 100 111,11 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase Tahanan Yang 
Memperoleh Layanan 
Penyuluhan Hukum 

70% 75% 80 76,64 90 100 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum pada Tahun 

2023 dengan target 90 terealisasi 100. Apabila merujuk target jangka menengah pada 

dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 70, pada Tahun 2023 

mengalami kenaikan target menjadi 80, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga 

mengalami kenaikan menjadi 90 di tahun 2023 dan sebesar 100 di tahun 2024, sehingga 

kantor wilayah perlu mengupayakan kinerja yang optimal dalam mencapai target di tahun 

2023 dan 2024 yang salah satunya melalui peningkatan sarana dan fasilitas penunjang 

pelayanan internal, pemanfaatan teknologi dan membuat inovasi-inovasi yang bermanfaat, 

serta peningkatan kompetensi melalui corpu. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Tercapainya Target 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya dukungan dari jajaran Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dalam 

menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan di jawa tengah. 
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f. Analisis Tercapainya Target 

koordinasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dengan APH terkait percepatan 

data, mapping dam konsolidasi data tahanan lebih intensif.  

. 

3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum dengan target sebesar 

80% tercapai sebesar 93,5%  

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝑇𝑎ℎ𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑦𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑓𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑢𝑚

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛𝑎𝑛
𝑥100% 

=
2796 − 182

2796
𝑥100% = 93,5% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan 
Hukum 

90 93,5 103,88 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase Tahanan Yang 
Memperoleh Fasilitasi 
Bantuan Hukum 

70% 75% 80 25,40 90 93,5 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum pada Tahun 2023 

dengan target sebesar 90 terealisasikan sebesar 93,5. Apabila merujuk target jangka 

menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 70, pada 

Tahun 2023 mengalami kenaikan target menjadi 80, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 

2024 juga mengalami kenaikan menjadi 90 di tahun 2023 dan sebesar 100 di tahun 2024. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 
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e. Penyebab Tercapaianya Target 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya dukungan dari jajaran Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dalam 

menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan di jawa tengah. 

f. Analisis Tercapaianya Target 

koordinasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dengan APH terkait percepatan 

data, mapping dam konsolidasi data tahanan lebih intensif.  

 
 

SASARAN KEGIATAN 7 

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan 
Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi 

 
1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada 

Instrument Penilaian Kepribadian dengan target sebesar 70% tercapai sebesar 92.44% 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑ %𝑁𝑎𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑔 𝑚𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑎𝑖𝑘 𝑑𝑔𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡 𝑀𝑒𝑚𝑢𝑎𝑠𝑘𝑎𝑛 

∑ 70% 𝑁𝑎𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎 
𝑥100% 

=
92.44

100
𝑥100% = 92.44% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan 
Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian 

70 92.44 132.01 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase Narapidana 
Yang Memperoleh Nilai 
Baik Dengan Predikat 
Memuaskan Pada 
Instrument Penilaian 
Kepribadian 

60% 70% 65 94,33 70 92.44 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 
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Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan 

Pada Instrument Penilaian Kepribadian pada Tahun 2023 dengan target 70 terealisasi 

92.44. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu 

pada tahun 2021 sebesar 50, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target menjadi 65, 

sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 70 di tahun 

2023 dan sebesar 75 di tahun 2024, sehingga kantor wilayah perlu mengupayakan kinerja 

yang optimal dalam mencapai target di tahun 2023 dan 2024 yang salah satunya melalui 

peningkatan sarana dan fasilitas penunjang pelayanan internal, pemanfaatan teknologi dan 

membuat inovasi-inovasi yang bermanfaat, serta peningkatan kompetensi melalui corpu. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya dukungan anggaran, sarana prasarana dan pembinaan kepribadian warga binaan 

pemasyarakatan oleh unit pelaksana teknis. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Adanya pembinaan kepribadian warga binaan pemasyarakatan di Unit Pelaksana Teknis 

Pemasyarakatan di wilayah menjadi penunjang keberhasilan. 

 

2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi dengan target sebesar 99% tercapai 

sebesar 92,54% 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝑁𝑎𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 ℎ𝑎𝑘 𝑟𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑁𝑎𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎
𝑥100% 

=
14.066

15.199
𝑥100% = 92.54% 

 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi 99 92.54 93.47 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 
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dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase Narapidana 
Yang Mendapatkan Hak 
Remisi 

97% 98% 95 88,84 99 92.54 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi pada Tahun 2023 dengan 

target 99 terealisasi 92.54. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen 

rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 97, pada Tahun 2023 mengalami 

kenaikan target menjadi 98, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami 

kenaikan menjadi 99 di tahun 2023 dan sebesar 100 di tahun 2024, sehingga kantor wilayah 

perlu mengupayakan kinerja yang optimal dalam mencapai target di tahun 2023 dan 2024 

yang salah satunya melalui peningkatan sarana dan fasilitas penunjang pelayanan internal, 

pemanfaatan teknologi dan membuat inovasi-inovasi yang bermanfaat, serta peningkatan 

kompetensi melalui corpu. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Tidak Tercapainya Target 

Jumlah persentase narapidana yang mendapatkan remisi yaitu 14.066 orang dari 

jumlah narapidana se Jawa Tengah yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif 

untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi yaitu 15.199 adalah 92.54%. angka tersebut 

masih kurang dari target yang diberikan yaitu 99%. Hal ini terjadi dikarenakan pada saat 

pengusulan adanya kendala dalam melengkapi persyaratan administrasi, salah satunya 

adalah pemenuhan syarat pengisian SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana) 

yang dilakukan oleh asesor di Lapas/LPKA/Rutan, terdapat pula narapidana yang 

melakukan kesalahan di dalam Lapas/LPKA/Rutan sehingga tidak dapat diusulkan Remisi. 

Sehingga diperlukan beberapa rencana guna mengatasi kendala tersebut, diantaranya 

adalah mendorong Pegawai Lapas /LPKA/Rutan untuk diusulkan menjadi asesor, dan 

asesor tersebut diharapkan melakukan pendekatan kooperatif dengan narapidana, 

sehingga syarat administrasi dapat terpenuhi, operator SDP Lapas/Rutan agar segera 
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mengusulkan remisi susulan bagi narapidana yang pada saat pemberian remisi terdapat 

kendala. 

f. Analisis Tidak Tercapainya Target 

Pemenuhan syarat pengisian SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana) yang 

dilakukan oleh asesor di Lapas/LPKA/Rutan, terdapat pula narapidana yang melakukan 

kesalahan di dalam Lapas/LPKA/Rutan sehingga tidak dapat diusulkan Remisi. Sehingga 

diperlukan beberapa rencana guna mengatasi kendala tersebut, diantaranya adalah 

mendorong Pegawai Lapas /LPKA/Rutan untuk diusulkan menjadi asesor, dan asesor 

tersebut diharapkan melakukan pendekatan kooperatif dengan narapidana, sehingga 

syarat administrasi dapat terpenuhi, operator SDP Lapas/Rutan agar segera mengusulkan 

remisi susulan bagi narapidana yang pada saat pemberian remisi terdapat kendala. 

 

3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi dengan target sebesar 85% tercapai 

sebesar 92,50% 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑎𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑘 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠𝑖

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑁𝑎𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎
𝑥100% 

=
4,038

4,365
𝑥100% = 92,50% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi 85 92,50 108,82 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase narapidana 
yang mendapatkan hak 
integrasi 

75% 85% 80 86,23 85 92,50 

 Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi tahun 2021 dengan 

target 75 terealisasi 85 sedangkan di Tahun 2023 dengan target 85 terealisasi 92,50. 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 
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Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi pada Tahun 2023 dengan 

target 85 terealisasi 92,50. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen 

rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 75, pada Tahun 2022 mengalami 

kenaikan target menjadi 80, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami 

kenaikan menjadi 85 di tahun 2023 dan sebesar 90 di tahun 2024. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Tercapainya Target 

Meminimalisir narapidana yang melakukan kesalahan di dalam Lapas/LPKA/Rutan 

sehingga dapat diusulkan hak Integrasi dan belum terpenuhinya syarat subtantif dan 

administratif. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Pemenuhan syarat pengisian SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana) yang 

dilakukan oleh asesor di Lapas/LPKA/Rutan sesuai dengan pembinaan yang ada di dalam 

Lapas/LPKA/Rutan, rencana untuk diajukannya hak integrasi tidak ada kendala faktor 

tersebut diantaranya adalah mendorong Pegawai Lapas /LPKA/Rutan untuk diusulkan 

menjadi asesor, dan asesor tersebut diharapkan melakukan pendekatan kooperatif dengan 

narapidana, sehingga syarat administrasi dapat terpenuhi. 

 

4. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan dengan target sebesar 85% 

tercapai sebesar 90,24% 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑎𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑁𝑎𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎
𝑥100% 

=
111

123
𝑥100% = 90,24 % 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak 
Pendidikan 

85 90,24 106,16 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase Narapidana 
Yang Mendapatkan Hak 
Pendidikan 

75% 80% 80 89,16 80 90,24 
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c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan pada Tahun 2023 

dengan target 80 terealisasi 90,24. Apabila merujuk target jangka menengah pada 

dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 75, pada Tahun 2022 

mengalami kenaikan target menjadi 80, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga 

mengalami kenaikan menjadi 85 di tahun 2023 dan sebesar 90 di tahun 2024. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya koordinasi yang telah berjalan dengan baik antara unit pelaksana teknis dengan 

stakeholder terkait. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya koordinasi yang telah berjalan dengan baik antara unit pelaksana teknis dengan 

stakeholder terkait. 

 

5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan 

Dispilin dengan target sebesar 17% tercapai sebesar 109,37% 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑎𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑦𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑁𝑎𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
𝑥100% 

=
350

320
𝑥100% = 109,37% 

 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah 
Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Dispilin 

17 109,37 643,35 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 
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INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase Narapidana 
Resiko Tinggi Yang 
Berubah Perilakunya 
Menjadi Sadar, Patuh 
Dan Dispilin 

13% 20% 15 55,90 17 109,37 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, 

Patuh Dan Dispilin pada Tahun 2023 dengan target 17 terealisasi 109,37. Apabila merujuk 

target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 

13, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target menjadi 15, sedangkan pada tahun 2023 

dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 17 di tahun 2023 dan sebesar 19 di 

tahun 2024. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan terhadap narapidana yang 

beresiko tinggi. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Keberhasilan tersebut didukung karena adanya kegiatan pembinaan mental warga 

binaan pemasyaraakatan di unit pelaksana teknis yang memiliki narapidana resiko tinggi. 

 

6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi 

dengan target sebesar 31% tercapai sebesar 151,9% 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑎𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑎𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎
𝑥100% 

=
2.064

2580
𝑥100% = 80% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 
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6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan 
Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi 

31 151,9 490 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase Narapidana 
Yang Memperoleh 
Pendidikan Dan 
Pelatihan Vokasi 
Bersertifikasi 

25% 25% 28 80,00 31 151,9 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi 

Bersertifikasi pada Tahun 2023 dengan target 31 terealisasi 151,9. Apabila merujuk target 

jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 25, 

pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target menjadi 28, sedangkan pada tahun 2023 dan 

tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 31 di tahun 2023 dan sebesar 34 di tahun 

2024. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya dukungan anggaran, sarana prasarana dan penyelesaian layanan serta aduan di 

wilayah yang terselesaikan secara tepat waktu. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya koordinasi yang berjalan baik denhgan stakeholder terkait. 

 

7. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif dengan target sebesar 72% tercapai 

sebesar 92% 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑎𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑁𝑎𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎
𝑥100% 
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=
10,615

11.656
𝑥100% = 92% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif 72 92 127,78 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2020 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase Narapidana 
Yang Bekerja Dan 
Produktif 

62% 62% 67 86,81 72 92 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif pada Tahun 2023 dengan target 

72 terealisasi 92. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana 

strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 62, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target 

menjadi 67, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 

72 di tahun 2023 dan sebesar 77 di tahun 2024. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 

karena adanya dukungan anggaran, sarana prasarana dan kegiatan pembinaan warga 

binaan pemasyarakatan. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Adanya kegiatan pembinaan, pelatihan kepada warga binaan pemasyarakatan. 

 
 

SASARAN KEGIATAN 8 

Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah Sesuai Standar 
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1. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya 

dengan target sebesar 80% tercapai sebesar 73,87% 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝐵𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑗𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑠𝑛𝑦𝑎

∑ 70% 𝐵𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛
𝑥100% 

=
155

209,8
𝑥100% = 73,87% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang 
Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya 

80 73,87 92,34 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase Benda Sitaan 
Dan Barang Rampasan 
Yang Terjaga Kualitas Dan 
Kuantitasnya 

60% 60% 70 99,78 80 73,87 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan 

Kuantitasnya tahun 2021 dengan target 70 terealisasi 85 sedangkan di Tahun 2023 dengan 

target 80 terealisasi 73,87. Sedangkan tahun 2020 tidak dapat dibandingkan karena 

perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Tidak Tercapainya Target 

Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPT Rupbasan dalam menjaga 

kualitas dan kuantitas benda sitaan negara. 

Ketidakberhasilan dalam merealisasikan target kinerja pada Tahun 2023 

dikarenakan terdapat beberapa nilai rekomendasi baran lelang sebesar Rp 425 juta ada 

penyusutan nilai barang sebesar 10 juta. Seluruh terkondisikan baik dan lengkap. 
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f. Analisis Kegiatan penunjang ketidakberhasilan 

Ketidakberhasilan tersebut disebabkan karena terbatasnya sarana, sumber daya 

manusia dan anggaran pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di wilayah Jawa 

Tengah dalam menjaga kualitas dan kuantitas dari benda sitaan dan barang rampasan 

yang berada di wilayah Jawa Tengah. 

 

2. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan 

Yang Berkuatan Hukum Tetap dengan target sebesar 80% tercapai sebesar 77,06% 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝐵𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛

∑ 60% 𝐵𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛
𝑥100% 

=
252

327
𝑥100% = 77,06% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang 
Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan 
Hukum Tetap 

80 77,06 96,34 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase Benda 
Sitaan Dan Barang 
Rampasan Yang 
Dikeluarkan 
Berdasarkan Putusan 
Yang Berkuatan Hukum 
Tetap 

40% 50% 60 71,42 80 77,06 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan 

Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap pada Tahun 2023 dengan target 80 terealisasi 

77,06. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu 
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pada tahun 2021 sebesar 40, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target menjadi 60, 

sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 80 di tahun 

2023 dan sebesar 100 di tahun 2024. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Belum Tercapainya Target 

Belum tercapainya kinerja sesuai dengan target dikarenakan semua basan yang inkrah 

dieksekusi karena bergantung pada kesiapan APH (jaksa eksekutor). 

f. Analisis Kegiatan penyebab belum tercapainya target 

Koordinasi antara Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dengan aparat 

penegak hukum (APH) perlu ditingkatkan lagi. 

  
 

SASARAN KEGIATAN 9 

Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Dan 
Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai 

Standar 

 
1. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar 

Lembaga dengan target sebesar 60% tercapai sebesar 98,3% 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝐾𝑙𝑖𝑒𝑛 𝑢𝑠𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑦𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑖 𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎

∑50% 𝐾𝑙𝑖𝑒𝑛 𝑢𝑠𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓 
𝑥100% 

=
6067

6170
𝑥100% = 98,3% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau 
Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga 

60 98,3 163,84 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase Klien Usia 
Produktif Yang 
Memperoleh Atau 
Melanjutkan Pekerjaan 
Di Luar Lembaga 

40% 50% 50 82,53 60 98,3 
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c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di 

Luar Lembaga pada Tahun 2023 dengan target 60 terealisasi 98,3. Apabila merujuk target 

jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 40, 

pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target menjadi 50, sedangkan pada tahun 2023 dan 

tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 60 di tahun 2023 dan sebesar 70 di tahun 

2024. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya Kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Adanya kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan menjadi penunjang 

keberhasilan. 

 

2. Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara dengan target sebesar 55% 

tercapai sebesar 99,02% 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑ %𝐴𝑛𝑎𝑘 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑃𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑎𝑟𝑎 

∑ 50 % 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑎𝑘
𝑥100% 

=
101

102
𝑥100% = 99,02% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana 
Penjara 

55 99,02 180,04 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 2021 2022 2023 
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TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase Anak Yang 
Mendapatkan Putusan 
Pidana Penjara 

50% 50% 55 77,61 60 99,02 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara pada Tahun 2023 

dengan target 60 terealisasi 99,02. Apabila merujuk target jangka menengah pada 

dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 50, pada Tahun 2023 

mengalami kenaikan target menjadi 55, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga 

mengalami kenaikan menjadi 60 di tahun 2023 dan sebesar 65 di tahun 2024. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya koordinasi yang baik dengan apparat penegak hukum terkait. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya koordinasi yang baik dengan apparat penegak hukum terkait. 

 

3. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya dengan target sebesar 35% 

tercapai sebesar 60,78% 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑ %𝐾𝑙𝑖𝑒𝑛 𝐴𝑛𝑎𝑘 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝐻𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛𝑛𝑦𝑎 

∑ 50 % 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑙𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑎𝑘
𝑥100% 

=
62

102
𝑥100% = 60.78% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak 
Pendidikannya 

35 60,78 173,66 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 
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INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase Klien Anak 
Yang Terpenuhi Hak 
Pendidikannya 

25% 45% 30 63,70 35 60,78 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya pada Tahun 2023 

dengan target 35 terealisasi 60,78. Apabila merujuk target jangka menengah pada 

dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 25, pada Tahun 2022 

mengalami kenaikan target menjadi 30, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga 

mengalami kenaikan menjadi 35 di tahun 2023 dan sebesar 40 di tahun 2024. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya koordinasi yang baik dengan apparat penegak hukum terkait 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum terkait. 

 
 

SASARAN KEGIATAN 10 

Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan 
Anak Di Wilayah Sesuai Standar 

 

1. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat dengan 

target sebesar 80% tercapai sebesar 93,02% 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑ %𝐴𝑛𝑎𝑘 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝐾𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑚𝑝𝑖𝑙𝑎𝑛 

∑𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑎𝑘
𝑥100% 

=
120

129
𝑥100% = 93,02% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 
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Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan 
Keterampilan Dan Bersertifikat 

80 93,02 116,28 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase Anak Yang 
Mengikuti Kegiatan 
Pendidikan 
Keterampilan Dan 
Bersertifikat 

70% 70% 75 86,90 75 93,02 

Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan 

Bersertifikat tahun 2021 dengan target 70 terealisasi 70 sedangkan di Tahun 2023 dengan 

target 75 terealisasi 86.90. Sedangkan tahun 2020 tidak dapat dibandingkan karena 

perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja. 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan 

Bersertifikat pada Tahun 2023 dengan target 75 terealisasi 86.90. Apabila merujuk target 

jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 70, 

pada Tahun 2023 mengalami kenaikan target menjadi 75, sedangkan pada tahun 2023 dan 

tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 80 di tahun 2023 dan sebesar 85 di tahun 

2024. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya koordinasi yang baik dengan apparat penegak hukum terkait. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya koordinasi yang baik dengan apparat penegak hukum terkait. 

 

2. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi dengan target sebesar 100% tercapai 

sebesar 100% 
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a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑎𝑘 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝐻𝑎𝑘 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠𝑖

∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑎𝑘
𝑥100% 

=
75

75
𝑥100% = 100% 

 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi 100 100 100 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase Anak Yang 
Memperoleh Hak 
Integrasi 

100% 100% 100 100 100 100 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi pada Tahun 2023 dengan target 

target 100 terealisasi 100. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen 

rencana strategis pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami perubahan 

target yaitu sebesar 100. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 

karena adanya usulan anak yang mendapatkan hak integrasi yang tepat waktu. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Adanya dukungan aplikasi SDP yang memberikan kemudahan dalam pengusulan 

dan pemantauan. 

 

3. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar dengan target sebesar 

90% tercapai sebesar 100% 
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a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝐴𝑛𝑎𝑘 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝐻𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑠𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟

∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑎𝑘
𝑥100% 

=
129

129
𝑥100% = 100% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan 
Sesuai Standar 

90 100 111,11 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2020 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase Anak Yang 
Memperoleh Hak 
Pengasuhan Sesuai 
Standar 

70% 70% 80 96,15 90 100 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar pada Tahun 

2023 dengan target 90 terealisasi 100. Apabila merujuk target jangka menengah pada 

dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 70, pada Tahun 2022 

mengalami kenaikan target menjadi 80, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga 

mengalami kenaikan menjadi 90 di tahun 2023 dan sebesar 100 di tahun 2024. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait. 
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4. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan NonFormal dengan target sebesar 

90% tercapai sebesar 93% 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝐴𝑛𝑎𝑘 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛 𝑁𝑜𝑛 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑎𝑘
𝑥100% 

=
120

129
𝑥100% = 93% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan 
Non Formal 

90 93 103,33 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase Anak Yang 
Mengikuti Pendidikan 
Formal Dan Non Formal 

70% 70% 80 82,19 80 93 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi pada Tahun 2023 dengan 

target 80 terealisasi 93. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana 

strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 70, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target 

menjadi 80, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 

90 di tahun 2023 dan sebesar 100 di tahun 2024. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait. 
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SASARAN KEGIATAN 11 

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan 
dan Ketertiban 

 

1. Persentase Pengaduan Yang diselesaikan dengan target sebesar 85% tercapai sebesar 

100% 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑢𝑎𝑛 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 

∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑢𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘
𝑥100% 

=
15

15
𝑥100% = 100%% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase Pengaduan Yang diselesaikan 85 100 117,64 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase Pengaduan 
Yang diselesaikan 

75% 75% 80 100 85 100 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase Pengaduan Yang diselesaikan pada Tahun 2023 dengan target 85 

terealisasi 100. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis 

yaitu pada tahun 2021 sebesar 75, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target menjadi 

85, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 85 di 

tahun 2023 dan sebesar 90 di tahun 2024. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 
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e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah karena komitmen dan upaya dari unit pelaksana teknis 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan di wilayah. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

penyelasaian aduan yang tepat waktu. 

 

2. Persentase pencegahan Gangguan Kamtib dengan target sebesar 80% tercapai sebesar 

91,65% 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝐺𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑚𝑡𝑖𝑏 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑐𝑒𝑔𝑎ℎ

∑ 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑚𝑡𝑖𝑏 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑗𝑎𝑑𝑖
𝑥100% 

=
6071

6624
𝑥100% = 91.65% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase pencegahan Gangguan Kamtib 80 91,65 114,56 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase 
pencegahan Gangguan 
Kamtib 

60% 60% 70 116,67 80 91,65 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase pencegahan Gangguan Kamtib pada Tahun 2023 dengan target 80 

terealisasi 91,65. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana 

strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 60, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target 

menjadi 70, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 

80 di tahun 2023 dan sebesar 90 di tahun 2024. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 
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e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam pencapaian target kinerja tersebut karena 

komitmen dan upaya dari unit pelaksana teknis dalam mencegah dan menjaga keamanan 

dan ketertiban di wilayah, dengan komitmen bersama menjadikan Lapas/Rutan bebas 

Halinar. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

UPT Pemasyarakatan telah melakukan kegiatan dalam rangka mencegah terjadinya 

gangguan keamanan dan ketertiban, dengan melakukan penggeledahan maupun tes urine 

sebanyak 3 kali dalam seminggu, dan meningkatkan peran Tim Intelijen dalam mendeteksi 

dini hal – hal yang dapat menimbulkan gangguan kamtib. Melaksanakan koordinasi dengan 

APH terkait dalam mencegah gangguan kemanan dan ketertiban di wilayah Jawa Tengah. 

 

3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak 

Pelaku Gangguan Kamtib dengan target sebesar 85% tercapai sebesar 85,26% 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝑇𝑎ℎ𝑎𝑛𝑎𝑛/𝑁𝑎𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎/𝐴𝑛𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑘𝑢 𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑚𝑡𝑖𝑏 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑖 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑛𝑦𝑎

∑ 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑘𝑢 𝐺𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑚𝑡𝑖𝑏
𝑥100% 

=
434

509
𝑥100% = 85,26% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib 
Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan 
Kamtib 

85 85,26 100 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase Kepatuhan 
Dan Disiplin Terhadap 
Tata Tertib Oleh 
Tahanan/Narapidana/A
nak Pelaku Gangguan 
Kamtib 

75% 85% 80 96,73 85 85,26 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 
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Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh 

Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib pada Tahun 2023 dengan target 80 

terealisasi 96.73. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana 

strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 75, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan target 

menjadi 85, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 

85 di tahun 2023 dan sebesar 90 di tahun 2024. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah karena komitmen dan upaya dari unit pelaksana teknis 

dalam pembinaan atas kepatuhan dan kedisiplinan warga binaan pemasyarakatan di 

wilayah jawa tengah. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah karena adanya pembinaan kepada warga binaan 

pemasyarakatan di wilayah jawa tengah. 

 

4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas dengan 

target sebesar 70% tercapai sebesar 100% 

=
∑𝑃𝑒𝑚𝑢𝑙𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑎𝑚𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑐𝑎 𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑚𝑡𝑖𝑏 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 

∑ 𝐺𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑚𝑡𝑖𝑏
𝑥100% 

=
100

100
𝑥100% = 100% 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝑃𝑒𝑚𝑢𝑙𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑎𝑚𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑐𝑎 𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑚𝑡𝑖𝑏 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 

∑ 𝐺𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑚𝑡𝑖𝑏
𝑥100% 

=
100

100
𝑥100% = 100% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca 
Gangguan Kamtib Secara Tuntas 

80 100 125 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 
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dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase Pemulihan 
Kondisi Keamanan 
Pasca Gangguan 
Kamtib Secara Tuntas 

60% 70% 70 100 80 100 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas 

pada Tahun 2023 dengan target 80 terealisasi 100. Apabila merujuk target jangka 

menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 60, pada 

Tahun 2022 mengalami kenaikan target menjadi 70, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 

2024 juga mengalami kenaikan menjadi 80 di tahun 2023 dan sebesar 90 di tahun 2024. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya upaya pencegahan terjadinya gangguang keamanan dan ketertiban dan mitigasi 

risiko di unit pelaksana teknis pemasyarakatan di wilayah Jawa Tengah. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Deteksi dini yang dilakukan oleh Tim Intelijen Pemasyarakatan dapat meminimalisir 

atau mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Mitigasi resiko gangguan 

keamanan dan ketertiban serta koordinasi dengan APH terkait menjadi penunjang 

keberhasilan. 

 
 

SASARAN KEGIATAN 12 

Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar 

 

1. Persentase Pengaduan Yang diselesaikan dengan target sebesar 85% tercapai sebesar 

100% 
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a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑢𝑎𝑛 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 

∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑢𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘
𝑥100% 

=
15

15
𝑥100% = 100% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase Pengaduan Yang diselesaikan 85 100 117,65 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase Pengaduan 
Yang diselesaikan 

75% 75% 80 100 85 100 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase Pengaduan Yang diselesaikan pada Tahun 2023 dengan target 80 

terealisasi 100. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis 

yaitu pada tahun 2021 sebesar 75, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target menjadi 

80, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 85 di 

tahun 2023 dan sebesar 90 di tahun 2024. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah karena komitmen dan upaya dari unit pelaksana teknis 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan di wilayah. Dalam kurun waktu 

tahun 2023 menerima 11 pengaduan dari masyarakat terkait permasalahan di UPT 

Pemasyarakatan, dan langsung ditindak lanjuti oleh Kantor Wilayah. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

setiap ada pengaduan yang masuk langsung ditindaklanjuti dengan meminta klarifikasi ke 

UPT Pemasyarakatan yang mendapat pengaduan maupun secara langsung Kantor 
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Wilayah melakukan klarifikasi, sehingga penyelasaian aduan dapat secara cepat 

ditindaklanjuti. 

 

2. Persentase pencegahan Gangguan Kamtib dengan target sebesar 70% tercapai sebesar 

91,42% 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝐺𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑚𝑡𝑖𝑏 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑐𝑒𝑔𝑎ℎ

∑ 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑚𝑡𝑖𝑏 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑗𝑎𝑑𝑖
𝑥100% 

=
6071

6624
𝑥100% = 91.65% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase pencegahan Gangguan Kamtib 80 91.65 115 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase 
pencegahan Gangguan 
Kamtib 

60% 60% 70 116,67 80 91,65 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase pencegahan Gangguan Kamtib pada Tahun 2023 dengan target 80 

terealisasi 91,65. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana 

strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 60, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target 

menjadi 70, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 

80 di tahun 2023 dan sebesar 90 di tahun 2024. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam pencapaian target kinerja tersebut karena 

komitmen dan upaya dari unit pelaksana teknis dalam mencegah dan menjaga keamanan 
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dan ketertiban di wilayah, dengan komitmen bersama menjadikan Lapas/Rutan bebas 

Halinar. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

UPT Pemasyarakatan telah melakukan kegiatan dalam rangka mencegah terjadinya 

gangguan keamanan dan ketertiban, dengan melakukan penggeledahan maupun tes urine 

sebanyak 3 kali dalam seminggu, dan meningkatkan peran Tim Intelijen dalam mendeteksi 

dini hal – hal yang dapat menimbulkan gangguan kamtib. Melaksanakan koordinasi dengan 

APH terkait dalam mencegah gangguan kemanan dan ketertiban di wilayah Jawa Tengah. 

 

3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak 

Pelaku Gangguan Kamtib dengan target sebesar 80% tercapai sebesar 96.73% 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝑇𝑎ℎ𝑎𝑛𝑎𝑛/𝑁𝑎𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎/𝐴𝑛𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑘𝑢 𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑚𝑡𝑖𝑏 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑖 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑛𝑦𝑎

∑ 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑘𝑢 𝐺𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑚𝑡𝑖𝑏
𝑥100% 

=
434

509
𝑥100% = 85,26% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib 
Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan 
Kamtib 

85 85,26 100 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase Kepatuhan 
Dan Disiplin Terhadap 
Tata Tertib Oleh 
Tahanan/Narapidana/A
nak Pelaku Gangguan 
Kamtib 

75% 85% 80 96,73 85 85,26 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 
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Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh 

Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib pada Tahun 2023 dengan target 80 

terealisasi 85,26. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana 

strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 75, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target 

menjadi 85, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 

85 di tahun 2023 dan sebesar 90 di tahun 2024. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah karena komitmen dan upaya dari unit pelaksana teknis 

dalam pembinaan atas kepatuhan dan kedisiplinan warga binaan pemasyarakatan di 

wilayah jawa tengah. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah karena adanya pembinaan kepada warga binaan 

pemasyarakatan di wilayah jawa tengah. 

 

4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas dengan 

target sebesar 80% tercapai sebesar 100% 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝑃𝑒𝑚𝑢𝑙𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑎𝑚𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑐𝑎 𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑚𝑡𝑖𝑏 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 

∑ 𝐺𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑚𝑡𝑖𝑏
𝑥100% 

=
100

100
𝑥100% = 100% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca 
Gangguan Kamtib Secara Tuntas 

80 100 125 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase Pemulihan 
Kondisi Keamanan 
Pasca Gangguan 
Kamtib Secara Tuntas 

60% 70% 70 100 80 100 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 
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target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas 

pada Tahun 2023 dengan target 70 terealisasi 100. Apabila merujuk target jangka 

menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 60, pada 

Tahun 2023 mengalami kenaikan target menjadi 70, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 

2024 juga mengalami kenaikan menjadi 80 di tahun 2023 dan sebesar 90 di tahun 2024. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya upaya pencegahan terjadinya gangguang keamanan dan ketertiban dan mitigasi 

risiko di unit pelaksana teknis pemasyarakatan di wilayah Jawa Tengah. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Mitigasi risiko gangguan keamanan dan ketertiban serta koordinasi dengan APH 

terkait menjadi penunjang keberhasilan. 

 
 

SASARAN KEGIATAN 13 

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian 
Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta 

Rehabilitasi Narkokita di wilayah 

1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan 

standar 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑔𝑖 𝑊𝐵𝑃 

∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑊𝐵𝑃
𝑥100% 

=
13.789

13.789
𝑥100% = 100% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi 

Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar 

80 100 125 
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b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 

2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase pemenuhan 

layanan makanan bagi 

Tahanan /Narapidana/Anak 

sesuai dengan standar 

71 75 75 89 80 100 

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai 

dengan standar yang diselesaikan tahun 2023 dengan target 80 terealisasi 100 sedangkan 

di Tahun 2021 dengan target 71 terealisasi 75, sementara di Tahun 2022 dengan target 75 

terealisasi 89. 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai 

dengan standar Yang diselesaikan pada Tahun 2023 dengan target 80 terealisasi 100. 

Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada 

tahun 2021 sebesar 71, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan target menjadi 80, 

sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 80 di tahun 

2023 dan sebesar 85 di tahun 2024. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah karena komitmen dan upaya dari unit pelaksana teknis 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan di wilayah. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

monitoring dan evaluasi dilakukan secara teratur sehingga target dapat tercapai. 
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2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara 

berkualitas 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑊𝐵𝑃 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 (𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓) 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠

∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑊𝐵𝑃
𝑥100% 

=
13.789

13.789
𝑥100% = 100% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase Tahanan /Narapidana/Anak 

mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara 

berkualitas 

94 100 106,38 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 

2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase Tahanan 

/Narapidana/Anak 

mendapatkan layanan 

kesehatan (preventif) secara 

berkualitas 

92 100 93 100 94 100 

Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) 

secara berkualitas Yang diselesaikan tahun 2021 dengan target 91 terealisasi 100 

sedangkan di Tahun 2023 dengan target 94 terealisasi 100. Sedangkan tahun 2022 dengan 

target 93 terealisasi 100. 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) 

secara berkualitas Yang diselesaikan pada Tahun 2023 dengan target 94 terealisasi 100. 
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Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada 

tahun 2021 sebesar 92, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan target menjadi 93, 

sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 94 di tahun 

2023 dan sebesar 95 di tahun 2024. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Ketidakberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah karena komitmen dan upaya dari unit pelaksana teknis 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan di wilayah. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

BINTORWASDAL (pembinaan, monitoring, pengawasan, pengendalian) oleh Divisi 

Pemasyarakatan berjalan dengan baik. 

 

3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses 

layanan kesehatan maternal 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 

∑ 𝑖𝑏𝑢 ℎ𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑖
𝑥100% 

=
22

22
𝑥100% = 100% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan 

(ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan 

kesehatan maternal 

97 100 103,1 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 

2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase Tahanan dan 

Narapidana perempuan (ibu 

hamil dan menyusui) 

mendapat akses layanan 

kesehatan maternal 

95 100 96 100 97 100 
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. 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan 

menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal Yang diselesaikan pada Tahun 

2023 dengan target 97 terealisasi 100. Apabila merujuk target jangka menengah pada 

dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 95, pada Tahun 2023 

mengalami kenaikan target menjadi 97, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga 

mengalami kenaikan menjadi 97 di tahun 2023 dan sebesar 98 di tahun 2024. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah karena komitmen dan upaya dari unit pelaksana teknis 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan di wilayah. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

BINTORWASDAL (pembinaan, monitoring, pengawasan, pengendalian) oleh Divisi 

Pemasyarakatan berjalan dengan baik. 

 

4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝑊𝐵𝑃 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑙𝑎𝑚𝑖 𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 

∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑊𝐵𝑃 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
𝑥100% 

=
4

4
𝑥100% = 100% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang 

mengalami gangguan mental dapat tertangani 

80 100 125 
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b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 

2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase 

Tahanan/Narapidana/Anak 

yang mengalami gangguan 

mental dapat tertangani 

60 90 70 100 80 100 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat 

tertangani Yang diselesaikan pada Tahun 2023 dengan target 80 terealisasi 100. Apabila 

merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 

sebesar 60, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan target menjadi 80, sedangkan pada 

tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 80 di tahun 2023 dan 

sebesar 90 di tahun 2024. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah karena komitmen dan upaya dari unit pelaksana teknis 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan di wilayah. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

BINTORWASDAL (pembinaan, monitoring, pengawasan, pengendalian) oleh Divisi 

Pemasyarakatan berjalan dengan baik. 

 

5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 
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a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝑊𝐵𝑃 𝑙𝑎𝑛𝑠𝑖𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 

∑ 𝑊𝐵𝑃 𝑙𝑎𝑛𝑠𝑖𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑥100% 

=
157

157
𝑥100% = 100% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase tahanan/narapidana lansia yang 

mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 

85 100 117,65 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 

2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase 

tahanan/narapidana lansia 

yang mendapatkan layanan 

kesehatan sesuai standar 

75 90 80 95 85 100 

. 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai 

standar Yang diselesaikan pada Tahun 2023 dengan target 85 terealisasi 100. Apabila 

merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 

sebesar 75, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan target menjadi 85, sedangkan pada 

tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 85 di tahun 2023 dan 

sebesar 90 di tahun 2024. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 
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e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah karena komitmen dan upaya dari unit pelaksana teknis 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan di wilayah. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

BINTORWASDAL (pembinaan, monitoring, pengawasan, pengendalian) oleh Divisi 

Pemasyarakatan berjalan dengan baik. 

 

6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan 

layanan kesehatan sesuai standar 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑(𝐷𝑖𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠) 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 

∑ (𝐷𝑖𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠) 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 
𝑥100% 

=
18

18
𝑥100% = 100% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan 

khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan 

kesehatan sesuai standar 

85 100 117,65 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022: 

INDIKATOR KINERJA 

2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase 

tahanan/narapidana/anak 

berkebutuhan khusus 

(Disabilitas) yang 

mendapatkan layanan 

kesehatan sesuai standar 

75 100 80 100 85 100 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 



 

 
  
 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 | 84 

 

Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang 

mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Yang diselesaikan pada Tahun 2023 

dengan target 85 terealisasi 100. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen 

rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 75, pada Tahun 2023 mengalami 

kenaikan target menjadi 85, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami 

kenaikan menjadi 85 di tahun 2023 dan sebesar 90 di tahun 2024. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah karena komitmen dan upaya dari unit pelaksana teknis 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan di wilayah. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

BINTORWASDAL (pembinaan, monitoring, pengawasan, pengendalian) oleh Divisi 

Pemasyarakatan berjalan dengan baik. 

 

7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) 

dan TB Positif (berhasil sembuh)  

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝑊𝐵𝑃 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑢ℎ 𝐻𝐼𝑉 − 𝑇𝐵 

∑ 𝑊𝐵𝑃 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓 𝐻𝐼𝑉 − 𝑇𝐵
𝑥100% 

=
27

27
𝑥100% = 100% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase keberhasilan penanganan penyakit 

menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB 

Positif (berhasil sembuh 

80 80 100 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 
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dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 

2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase keberhasilan 

penanganan penyakit 

menular HIV-AIDS (ditekan 

jumlah virusnya) dan TB 

Positif (berhasil sembuh 

60 80 70 90 80 80 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah 

virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) Yang diselesaikan pada Tahun 2023 dengan 

target 80 terealisasi 100. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana 

strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 60, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan target 

menjadi 80, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 

80 di tahun 2023 dan sebesar 90 di tahun 2024. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah karena komitmen dan upaya dari unit pelaksana teknis 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan di wilayah. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

BINTORWASDAL (pembinaan, monitoring, pengawasan, pengendalian) oleh Divisi 

Pemasyarakatan berjalan dengan baik. 

 

8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan 

narkotika 
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a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 ℎ𝑖𝑑𝑢𝑝 𝑛𝑎𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑎ℎ𝑔𝑢𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑛𝑎𝑟𝑘𝑜𝑡𝑖𝑘𝑎 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑁𝑎𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑎ℎ𝑔𝑢𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑛𝑎𝑟𝑘𝑜𝑡𝑖𝑘𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑅𝑒ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖 
𝑥100% 

=
1884

1884
𝑥100% = 100% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase perubahan kualitas hidup 

pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan 

narkotika 

27 36 133,34 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 

2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase perubahan 

kualitas hidup 

pecandu/penyalahguna/korb

an penyalahgunaan narkotika 

23 60 25 75 27 36 

. 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban 

penyalahgunaan narkotika Yang diselesaikan pada Tahun 2023 dengan target 27 

terealisasi 36. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis 

yaitu pada tahun 2021 sebesar 23, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan target menjadi 

27, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 27 di 

tahun 2023 dan sebesar 29 di tahun 2024. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 
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e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah karena komitmen dan upaya dari unit pelaksana teknis 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan di wilayah. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

BINTORWASDAL (pembinaan, monitoring, pengawasan, pengendalian) oleh Divisi 

Pemasyarakatan berjalan dengan baik. 

 
 

SASARAN KEGIATAN 14 

Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah 

 

Berdasarkan data hasil survey kepuasan 3AS Survey Management yang dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2023 diperoleh nilai indeks IKM sebesar 3,96 (sangat baik), 

dan nilai indeks IPK sebesar 3.63 (sangat baik). 

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah target sebesar 3,25 

tercapai sebesar 3,96 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 

2023 dilakukan melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Badan Strategi 

Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman 

https://survei.balitbangham.go.id. Prosedur ini mengacu pada instrumen yang sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 

Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat. Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan 

metode kualitatif dan menggunakan skala Likert untuk mengukurnya. Skala Likert adalah 

alat yang berguna untuk mengukur pandangan, opini, dan persepsi individu atau kelompok 

terhadap jenis layanan publik tertentu. Dalam skala Likert, para peserta diminta untuk 

mengevaluasi tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan tertentu dengan memilih 

salah satu dari opsi yang disediakan.  

Dalam pelaksanaanya, survei ini terdiri dari 8 (delapan) unsur layanan, yaitu Informasi, 

Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana/ Prasarana, Respon, 

dan Konsultasi/Pengaduan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BSK Kumham, 

diperoleh data sebagai berikut: 
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UNSUR 

LAYANAN 

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOV DES 

Informasi 3.95 3.97 3.96 3.98 3.92 3.95 3.94 3.95 3.97 3.93 3.95 3.98 

Persyaratan 3.96 3.97 3.96 3.96 3.94 3.94 3.95 3.96 3.96 3.94 3.95 3.98 

Prosedur/ 

Alur 

3.96 3.97 3.97 3.97 3.94 3.95 3.95 3.94 3.96 3.94 3.94 3.97 

Waktu 

Penyelesaian 

3.95 3.96 3.96 3.97 3.91 3.92 3.93 3.95 3.96 3.94 3.94 3.97 

Tarif/ Biaya 3.97 3.96 3.97 3.97 3.90 3.93 3.95 3.95 3.95 3.94 3.94 3.97 

Sarana/ 

Prasarana 

3.95 3.97 3.94 3.97 3.90 3.94 3.94 3.93 3.96 3.93 3.94 3.96 

Respon 3.96 3.96 3.96 3.97 3.91 3.94 3.94 3.95 3.96 3.93 3.93 3.97 

Konsultasi/ 

Pengaduan 

3.96 3.97 3.96 3.97 3.91 3.93 3.93 3.95 3.96 3.93 3.95 3.97 

Nilai SKM 3.96 3.96 3.96 3.97 3.91 3.94 3.94 3.95 3.96 3.94 3.94 3.97 

Responden 589 808 714 268 307 440 568 435 372 566 532 364 

 

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada SKM 

kumulatif pada setiap Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi Se Jawa Tengah setiap 

bulannya dikalikan dengan jumlah reseponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah 

reseponden seluruh Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi Se Jawa Tengah pada 

tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut: 

 
dimana:  X   = Nilai SKM 
                  Y    = Responden 
                        I    = Bulan ke … 

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama 

tahun 2023 sebesar 3.96 dengan perhitungan sebagai berikut: 
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=
∑𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐾𝑒𝑝𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑖𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑠𝑖𝑎𝑛 

∑ 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠
𝑥100% 

=
3,96

3,25
𝑥100% = 121.6% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan 
Keimigrasian di Wilayah 

3,25 3,96 121,8 

 

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan 

Masyarakat Divisi Keimigrasian pada tahun 2023, telah tercapai. Indeks Kepuasan Layanan 

Internal merupakan data informasi tentang tingkat kepuasaan layanan keimigrasian yang 

diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pelayanan yang 

dilakukan oleh UPT Keimigrasian se-Jawa tengah dalam memperoleh pelayanan dari 

Kantor Imigrasi penyelenggara pelayanan keimigrasian dengan membandingkan antara 

harapan dan kebutuhannya. 

Sesuai Peraturan MenpanRB No. 14 Tahun 2017, analisis data pada pengukuran 

Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan skala Linkert, yaitu 

berdasarkan skor 1–4 untuk kategori penilaian tidak baik sampai dengan sangat baik dan 

kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan Tabel Nilai Persepsi, Interval Indeks Kepuasan 

Masyarakat, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut: 

Nilai Persepsi Nilai Interval Ikm Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 

1 1.00 – 2.5996 D TIDAK BAIK 

2 2.60 – 3.064 C KURANG BAIK 

3 3.0644 – 3.532 B BAIK 

4 3.5324 – 4.00 A SANGAT BAIK 

Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017 

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa kinerja unit 

pelayanan pada Jajaran Keimigrasian Se Jawa Tengah berada dalam kategori Sangat 

Baik. 

Dengan nilai kepuasan internal sebesar 3,96 yang melebihi target dalam dokumen 

perjanjian kinerja Tahun 2023 (target sebesar 3,25) mengindikasikan bahwa pengguna 

layanan di Kantor Wilayah Jawa Tengah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan 

oleh Kantor Wilayah Jawa Tengah, maka bisa dikatakan Kantor Wilayah Jawa Tengah 

berkinerja optimal dengan berhasil mencapai sasaran target kinerjanya. 

 

Indeks Kepuasan Layanan Internal merupakan data informasi tentang tingkat 

kepuasaan layanan keimigrasian yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif 
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dan kualitatif atas pelayanan yang dilakukan oleh UPT Keimigrasian se-Jawa tengah dalam 

memperoleh pelayanan dari Kantor Imigrasi penyelenggara pelayanan keimigrasian 

dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. 

Dengan nilai kepuasan internal sebesar 3,96 yang melebihi target dalam dokumen 

perjanjian kinerja Tahun 2023 (target sebesar 3,25) mengindikasikan bahwa pengguna 

layanan di Kantor Wilayah Jawa Tengah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan 

oleh Kantor Wilayah Jawa Tengah, maka bisa dikatakan Kantor Wilayah Jawa Tengah 

berkinerja optimal dengan berhasil mencapai sasaran target kinerjanya. 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap 
Layanan Keimigrasian 
di Wilayah 

3,15 3.49 3.15 3,95 3,25 3,96 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah pada 

Tahun 2023 dengan target 3,25 terealisasi 3,96. Apabila merujuk target jangka menengah 

pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 3,15, pada Tahun 2023 

mengalami kenaikan target menjadi 3,20, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga 

mengalami kenaikan menjadi 3,25 di tahun 2023 dan sebesar 3,30 di tahun 2024, sehingga 

kantor wilayah perlu mengupayakan kinerja yang optimal dalam mencapai target di tahun 

2023 dan 2024 yang salah satunya melalui peningkatan sarana dan fasilitas penunjang 

pelayanan internal, pemanfaatan teknologi dan membuat inovasi-inovasi yang bermanfaat, 

serta peningkatan kompetensi melalui corpu. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Direktorat Jenderal 

Imigrasi sebesar 3.92, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Divisi Keimigrasian 

lebih besar [0.04] poin atau capaiannya [0.7%] jika dibandingkan dengan Direktorat 

Jenderal Imigrasi. 
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No Unit/Satuan Kerja Capaian SKM 

Unit Lain 

Capaian IKM Divisi 

Keimigrasian 

Capaian 

(%) 

1 Direktorat Jenderal 

Imigrasi 

[3.92] [3.96] [1.02] 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya anggaran, sarana dan prasarana, serta komitmen dari unit pelaksana teknis 

keimigrasian dalam memberikan pelayanan keimigrasian terbaik kepada masyarakat.  

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Keberhasialan pencapaian target kinerja tersebut ditunjang oleh kegiatan 

penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian pengelolaan SDM, sarana prasarana dan 

administrasi keuangan serta kegiatan pembinaan, pengendalian berupa internalisasi yang 

rutin dilaksanakan oleh Kantor Wilayah pada UPT Keimigrasian tentang peningkatan 

pelayanan publik.  

Berbagai upaya telah dilakukan kantor wilayah dan satker keimigrasian dalam 

meningkatkan kulaitas pelayanan keimigrasian melalui peningkatan sarana prasarana, 

pelayanan berbasis online, informasi melalui media sosial, dsb. Guna mendukung dan 

meningkatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat telah dilakukan beberapa 

inovasi dengan tujuan memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas pelayanan 

keimigrasian kepada masyarakat seperti misalnya dalam hal pembuatan paspor seperti 

SiSemar Layak yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan paspor, dengan cara 

mengisi formulir pengajuan secara online dan melampirkan dokumen-dokumen yang 

disyaratkan ke aplikasi tersebut. Setelah itu, petugas melakukan pemeriksaan secara 

daring dokumen tersebut. Ketika semua persyaratan disetujui maka pemohon dapat 

langsung datang ke Kantor Imigrasi semarang untuk melakukan foto dan pemindaian sidik 

jari. 

 

2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah dengan target sebesar 3,12 tercapai sebesar 

3,63 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

Penyelenggaraan kegiatan pengamanan keimigrasian melalui pencegahan, 

pengawasan, dan penindakan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian 

di Indonesia dilaksanakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui 

Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh 
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Indonesia. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja Kementerian 

Hukum  Hak Asasi Manusia  RI, tugas Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat 

Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di antaranya adalah melaksanakan evaluasi 

dan pelaporan di bidang pengawasan, penyidikan dan pemberian tindakan administratif 

keimigrasian (TAK), serta kepatuhan internal keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis 

yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi 

Pada tahun 2023 telah dilakukan survei pengukuran Indeks Pengamanan 

Keimigrasian (IPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kuesioner elektronik 

(e-survei) Ditjen Imigrasi. Survei dilaksanakan tanggal 16 s.d. 27 Oktober 2023 dengan 

jumlah responden 15. Responden survei pada Divisi Keimigrasian melibatkan pihak internal 

berupa pejabat dan pegawai di bidang penegakkan hukum. Selain itu terdapat pula pihak 

eksternal dalam hal ini anggota eksternal minimal sejumlah 5 orang dari Tim Pengawasan 

Orang Asing (TIMPORA) di luar lingkungan Divisi Keimigrasian. Penyusunan unsur-unsur 

pada survei dimaksud dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian dan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. 

Penilaian unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2023 menggunakan 

Skala Likert dengan nilai 1 sampai dengan 5 yang akan menghasilkan nilai survei berskala 

4. Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai rata-rata pada masing-

masing unsur sebagai berikut: 
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Dengan memperhatikan jumlah responden sebanyak 7 responden internal dan 8 

responden eksternal dan nilai masing-masing unsur pada tabel di atas, diperoleh nilai 

Indeks Pengamanan Keimigrasian Divisi Keimigrasian sebesar 3.85 untuk internal dan 3.45 

untuk eksternal. 

Untuk mendapatkan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian secara utuh, dilakukan 

perhitungan sebagai berikut: 

 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh nilai Indeks Pengamanan 

Keimigrasian Divisi Keimigrasian sebesar [3.63]. Nilai ini telah melampaui target 

pada tahun 2023 sebesar 3,13 atau memiliki capaian sebesar [115.97%]. 

Capaian Kinerja :  

=
∑𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑖𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑠𝑖𝑎𝑛 𝑑𝑖 𝑊𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 

∑ 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠
𝑥100% 

=
3,63

3,13
𝑥100% = 115.97% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah 3,13 3,63 115,97 

 

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Pengamanan 

Keimigrasian Divisi Keimigrasian pada tahun 2023, telah tercapai. 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Indeks Pengamanan 
Keimigrasian di Wilayah 

- - 3,13 3,77 3,13 3,63 

Berdasarkan tabel diatas, indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan 

keimigrasian di wilayah pada Tahun 2023 mempunyai target indeks yang sama yaitu 
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sebesar 3,13 dengan tahun 2022, sedangkan 2021 tidak memiliki indikator kinerja kegiatan 

tersebut. 

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Pengamanan 

Keimigrasian Divisi Keimigrasian pada tahun 2023, telah tercapai. Berdasarkan hasil perbandingan 

dengan nilai tahun 2022 sebesar 3.77, realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 

mengalami penurunan dengan nilai sebesar 0.14 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks 

Pengamanan Keimigrasian pada Divisi Keimigrasian masih belum stabil dalam kenaikan atau perlu 

perbaikan agar dapat naik di tahun selanjutnya. 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah pada Tahun 2023 dengan target 3,13 

terealisasi 3,77. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis 

yaitu pada tahun 2021 sebesar 3,11, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan target menjadi 

3,12, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 3,13 

di tahun 2023 dan sebesar 3,14 di tahun 2024. 

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana 

Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Pengamanan 

Keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Pengamanan 

Keimigrasian tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah 

sebesar 3.63 indeks atau nilai capaian sebesar 115.6%. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Secara struktur, berada di bawah Kanwil Jawa Tengah, dimana juga memiliki Indeks 

Pengamanan Keimigrasian. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Pengamanan 

Keimigrasian Divisi keimigrasian dengan Kanwil Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 3.74, 

maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Divisi Keimigrasian lebih [kecil] [0.11] 

poin atau capaiannya [2.94%] dibanding dengan Kanwil Jawa Tengah. Selain itu, jika 

dibandingkan dengan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal 

Imigrasi sebesar 3.71, maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Divisi 

Keimigrasian lebih [kecil] [0.08] poin atau capaiannya [2.15%] dibanding dengan Direktorat 

Jenderal Imigrasi.. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasialan pencapaian target kinerja tersebut ditunjang oleh kegiatan 

penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian pengelolaan SDM, sarana prasarana dan 

administrasi keuangan serta kegiatan pembinaan, pengendalian berupa internalisasi yang 
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rutin dilaksanakan oleh Kantor Wilayah pada UPT Keimigrasian tentang peningkatan 

pelayanan publik. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Terlaksananya kegiatan rapat Tim Pora di wilayah Jawa Tengah dengan stakeholder 

terkait menjadi penunjang keberhasilan. 

 

SASARAN KEGIATAN 15 

Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

 

Sasaran kegiatan Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di 

kantor wilayah kementerian hukum dan HAM dengan indikator kinerja: 

1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah dengan target sebanyak 548 

Permohonan telah tercapai sebanyak 710 layanan permohonan (129.56%) yang difasilitasi 

oleh kantor wilayah jawa tengah, dengan formulasi sebagai berikut: 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝑝𝑒𝑟𝑚𝑜ℎ𝑜𝑛𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑓𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖

∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑜ℎ𝑜𝑛𝑎𝑛
𝑥100% 

=
650

548
𝑥100% = 118,6% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah 548 
Permohona

n 

650 118,6 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Jumlah permohonan KI 
yang difasilitasi kantor 
wilayah 

600 
Layana

n 

784 
layanan 

602 
Permoh

onan 

2.600 
Permohona

n 

548 
Permoho

nan 

710 

Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah tahun 2021 dengan target 600 

terealisasi 784, di tahun 2022 dengan target 602 terealisasi 2.600. Sedangkan Tahun 2023 

dengan target 548 terealisasi 650. 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 
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target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah pada Tahun 2023 dengan target 548 

terealisasi 650. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis 

yaitu pada tahun 2021 sebesar 4.800, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan target 

menjadi 4.839, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan 

menjadi 5.081 di tahun 2023 dan sebesar 5.335 di tahun 2024, sehingga diperlukan upaya 

dan strategi untuk mencapai target kinerja yang optimal. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya komitmen dari jajaran Kantor Wilayah dalam memberikan pelayanan terbaik sesuai 

dengan SOP. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Penyelesaian permohonan KI yang diselesaikan secara tepat waktu menjadi 

penunjang keberhasilan. 

 

2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah dengan 

target sebanyak 1 lokus telah tercapai sebanyak 2 lokus (200%) pelaksanaan diseminasi dan 

promosi kekayaan intelektual, dengan formulasi: 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑎𝑠𝑎𝑛

∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑥100% 

=
2

1
𝑥100% = 200% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan 
intelektual oleh kantor wilayah  

1 
Lokus 

2 200 

2 kegiatan terlaksana yaitu Mobile IP Clinic di Solo. Kerja Sama dengan Instansi Lain 10 

Kab/Kota. Purworejo, Klaten, Wonogiri, Magelang, Kariadi, Semarang, Batang, Demak, 

Kendal, Sogan 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2020 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 2021 2022 2023 
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TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Jumlah pelaksanaan 
diseminasi dan promosi 
kekayaan intelektual 
oleh kantor wilayah 

1 
Lokus 

18 
lokus 

1 
Lokus 

48 
lokus 

1 
Lokus 

2 

Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor 

wilayah tahun 1 dengan target 30 terealisasi 18 di tahun 2022 dengan target 1 terealisasi 

48. Sedangkan Tahun 2023 dengan target 1 terealisasi 2. 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah pada 

Tahun 2023 dengan target 1 terealisasi 48. Apabila merujuk target jangka menengah pada 

dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak 

mengalami perubahan yaitu sebanyak 33 lokus. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya dukungan anggaran, koordinasi yang berjalan baik dengan pihak-pihak terkait 

lainnya, serta pelaksanaan yang sejalan dengan perencanaan kinerja. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Keberhasilan tersebut karena adanya kegatan diseminasi dan promosi kekayaan 

intelektual yang dilakukan kantor wilayah di berbagai daerah selama Tahun 2023. 

 
 

SASARAN KEGIATAN 16 

Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal 

 

Sasaran kegiatan Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual 

oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal dengan indikator kinerja: 

1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan indikator kinerja 

100% telah tercapai sebesar 80%, dengan formulasi sebagai berikut: 
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a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑑𝑢𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑑𝑢𝑎𝑛
𝑥100% 

=
4

4
𝑥100% = 100% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan 
Intelektual 

100% 100 100 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase 
Penanganan Aduan 
Pelanggaran Kekayaan 
Intelektual 

100% 100% 100% 80% 100% 100 

Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual tahun 2021 

dengan target 100 terealisasi 100, tahun 2022 dengan target 100 terealisasi 80, sedangkan 

pada Tahun 2023 dengan target 100 terealisasi 100. 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual pada Tahun 2023 

dengan target 100 terealisasi 80. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen 

rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami 

perubahan yaitu sebesar 100. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan Tercapainya Target 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya dukungan anggaran, koordinasi yang berjalan baik dengan pihak-pihak terkait 

lainnya, serta pelaksanaan yang sejalan dengan perencanaan kinerja. 

f. Analisis Kegiatan Penunjang Tercapainya Target 

Keberhasilan tersebut karena adanya kegatan diseminasi dan promosi kekayaan 

intelektual yang dilakukan kantor wilayah di berbagai daerah selama Tahun 2023. 
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2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang 

Dilakukan oleh Kantor Wilayah dengan indikator kinerja sebanyak 2 Lokus tercapai sebanyak 

15 Lokus, dengan formulasi sebagai berikut: 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑥100% 

=
2

2
𝑥100% = 100% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran 
Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah 

2 Lokus 2 100 

 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2020 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Jumlah Pelaksanaan 
Kegiatan Pencegahan 
Pelanggaran Kekayaan 
Intelektual yang 
Dilakukan oleh Kantor 
Wilayah 

1 
Kegiata

n 

13 
Kegiatan 

2 Lokus 15 Lokus 2 Lokus 2 

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang 

Dilakukan oleh Kantor Wilayah tahun 2020 dengan target 2 terealisasi 13, di tahun 2021 

dengan target 2 terealisasi 15. Sedangkan Tahun 2023 dengan target 2 terealisasi 2. 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang 

Dilakukan oleh Kantor Wilayah pada Tahun 2023 dengan target 2 terealisasi 15. Apabila 

merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 

sebesar 1 Lokus (33 Lokus dari 33 Kantor Wilayah), sedangkan di Tahun 2023 sampai 

dengan tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 2 Lokus (66 lokus dari 33 Kantor 

Wilayah). 
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d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya dukungan anggaran, koordinasi yang berjalan baik dengan pihak-pihak terkait 

lainnya, serta pelaksanaan yang sejalan dengan perencanaan kinerja. 

f. Analisis Kegiatan Penunjang Tercapainya Target 

Keberhasilan tersebut karena adanya kegatan diseminasi dan promosi kekayaan 

intelektual yang dilakukan kantor wilayah di berbagai daerah selama Tahun 2023. 

 

3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah dengan indikator kinerja 

sebanyak 1 laporan tercapai sebanyak 1 laporan (100%), formulasi: 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛
𝑥100% 

=
6

6
𝑥100% = 50% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di 
Wilayah 

6 
Laporan 

6 100 

Terlaksana di 3 lokasi yaitu pasar gede, the park mall sukoharjo, solo grand mall. 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Kegiatan Pemantauan 
Produk Kekayaan 
Intelektual di Wilayah 

1 
Laporan 

1 
laporan 

1 
Laporan 

1 
laporan 

6 
Laporan 

 

Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah tahun 2021 dengan 

target 1 terealisasi 1 tahun 2022 dengan target 1 terealisasi 1, sedangkan pada Tahun 2023 

dengan target 6 terealisasi 6.  

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 
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Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah pada Tahun 2023 dengan 

target 1 terealisasi 1. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana 

strategis yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami perubahan 

target yaitu sebanyak 56 laporan. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya dukungan anggaran, koordinasi yang berjalan baik dengan pihak-pihak terkait 

lainnya, serta pelaksanaan yang sejalan dengan perencanaan kinerja. 

f. Analisis Kegiatan Penunjang Tercapainya Target 

Keberhasilan tersebut karena adanya kegatan diseminasi dan promosi kekayaan 

intelektual yang dilakukan kantor wilayah di berbagai daerah selama Tahun 2023. 
 

SASARAN KEGIATAN 17 

Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah 

 

Sasaran kegiatan Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah dengan indikator 

kinerja Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham 

dengan target sebesar 80% dan telah direalisasikan sebesar 100% rancangan produk hukum 

daerah yang terfasilitasi, dimana peran dari perancang peraturan perundang-undangan 

sangat berkontribusi terhadap capaian kinerja kantor wilayah jawa tengah dalam menfasilitasi 

raperda di wilayah jawa tengah. 

Jumlah Raperda yang terfasilitasi oleh Kantor Wilayah Tahun 2023 yaitu sejumlah 527 

Raperda dari 577 permohonan dengan formulasi sebagai berikut: 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝑅𝑎𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑎𝑛𝑤𝑖𝑙 

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑎𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎
𝑥100% 

=
1625

1625
𝑥100% = 100% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor 
wilayah kemenkumham 

80% 100 125 

 

Dengan capaian sebesar 100% melebihi dari target sebesar 80% Rancangan 

Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham maka bisa dikatakan 
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Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Jawa Tengah 

berkinerja optimal dengan berhasil mencapai sasaran target kinerjanya.  

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2020 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase rancangan 
perda yang difasilitasi 
oleh kantor wilayah 
kemenkumham 

80% 89,14% 
(Jumlah 

permohonan 
selesai 197 
dari total 

permohonan 
sebanyak 

221) 

80% 97% (Jumlah 
permohona

n selesai 364 
dari total 

permohona
n sebanyak 

375) 

80% 100% 
(Jumlah 

permohona
n selesai 
1625 dari 

total 
permohona
n sebanyak 

1625) 

Berdasarkan tabel diatas, terdapat peningkatan jumlah permohonan harmonisasi 

Rancangan Peraturan Daerah setiap tahunnya. Hal tersebut dampak diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 

memberi penegasan peran dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM khususnya 

Kantor Wilayah dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 

Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Jumlah peningkatan 

secara signifikan terdapat pada tahun 2023 sebanyak 1625 permohonan harmonisasi 

Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang diajukan, 

dengan jumlah selesai sebanyak 1625 Raperda/Raperkada.. 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham 

pada Tahun 2023 dengan target 80 terealisasi 100. Apabila merujuk target jangka 

menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 

2024 tidak mengalami perubahan target yaitu sebesar 80. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 
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e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah tersebut tidak terlepas dari peran seluruh 

jajaran Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam 

mengoordinasikan dan menyinergikan kegiatan fasilitasi harmonisasi Rancangan 

Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Pemerintah Daerah 

Provinsi/Kabupaten/Kota serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 

sesuai dengan prosedur operasional standar yang ditetapkan dalam SOPAP Nomor W.13-

PP.04.02-1 tanggal 4 Januari 2023 yang mempedomani Keputusan Menteri Hukum dan 

HAM Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, 

Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah serta dukungan anggaran pembentukan regulasi dalam 

upayanya mewujudkan layanan internal yang optimal di kantor wilayah Tahun 2023 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Adanya sinergitas dalam pelaksanaan fasilitasi pengharmonisasian, pembulatan, dan 

pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Sinergitas tersebut diwujudkan dengan adanya 

komitmen bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam 

hal pelaksanaan harmonisasi dan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah secara simultan 

dan melalui koordinasi dengan stakeholder terkait di daerah pada bulan Februari-Maret 

2023. Melalui upaya tersebut, Kantor Wilayah hadir dalam melakukan pendampingan 

fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yang bertujuan 

meningktkan kualitas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 

 
 

SASARAN KEGIATAN 18 

Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan 

 
Sasaran kegiatan Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan 

dengan indikator kinerja Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan 

perundang-undangan dengan target sebanyak 22 Orang telah direalisasikan sebanyak 22 Orang 

(100%) mendapatkan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan yang 

mengindikasikan kinerja kantor wilayah yang optimal dalam mencapai target kinerja. 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑎𝑛𝑔 

∑ 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑎𝑛
𝑥100% 
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=
21

22
𝑥100% = 95.45% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang 
peraturan perundang-undangan 

22 
Orang 

21 
Orang 

95,45 

 
Grafik 3.5. Capaian Kinerja Program Pembentukan Regulasi Tahun 2023 

 

Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui penilaian angka 

kredit yang diperoleh dari pelaksanaan tugasnya belum memenuhi capaian. Berdasarkan 

data yang diperoleh, hanya sebanyak 21 orang Perancang Peraturan Perundang-

undangan yang melakukan penilaian angka kredit, dari target yang ditetapkan sebanyak 22 

orang. Hal ini menjadi perhatian dari Direktur Fasilitasi Perancangan Perda dan Pembinaan 

Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk segera ditindaklanjuti dengan membuat 

berita acara penilaian angka kredit yang akan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan 

supervisi dan monitoring penilaian angka kredit oleh Direktorat Jenderal Peraturan 

Perundang-undangan pada Juli 2023. 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Jumlah peningkatan 
kapasitas pembinaan 
tenaga perancang 
peraturan perundang-
undangan 

22 orang 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang 21 orang 

Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-

undangan tahun 2020 dengan target 22 terealisasi 22, di tahun 2021 dengan target 22 

terealisasi 40. Sedangkan Tahun 2023 target 22 terealisasi 21. 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-

undangan pada Tahun 2023 dengan target 22 terealisasi 21. Apabila merujuk target jangka 

menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 

2024 sebesar 618 orang dari 33 Kantor Wilayah. 
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d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Ketidakberhasilan 

Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui penilaian angka 

kredit yang diperoleh dari pelaksanaan tugasnya belum memenuhi capaian. Berdasarkan 

data yang diperoleh, hanya sebanyak 21 orang Perancang Peraturan Perundang-

undangan yang melakukan penilaian angka kredit, dari target yang ditetapkan sebanyak 22 

orang. Hal ini menjadi perhatian dari Direktur Fasilitasi Perancangan Perda dan Pembinaan 

Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk segera ditindaklanjuti dengan membuat 

berita acara penilaian angka kredit yang akan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan 

supervisi dan monitoring penilaian angka kredit oleh Direktorat Jenderal Peraturan 

Perundang-undangan pada Juli 2023. 

f. Analisis Kegiatan penunjang ketidakberhasilan 

Koordinasi yang telah berjalan baik dengan pemerintah daerah dalam upaya 

meningkatkan kapasitas tenaga perancang peraturan perundang-undangan menjadi 

penunjang keberhasilan. Upaya yang akan dilakukan dalam mencapai target kinerja 

kedepannya secara umum antara lain dengan menjalin komunikasi dan kerjasama yang 

baik dengan pemerintah daerah (Kab/Kota) untuk memberikan layanan fasilitasi 

penyusunan Raperda di wilayah jawa tengah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

fasilitasi rancangan produk hukum di daerah melalui peningkatan kualitas SDM, 

kemudahan dalam mengakses layanan, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas serta 

peran pembinaan perancang peraturan perundang-undangan melalui pelatihan dan 

pendidikan.. 

 
 

SASARAN KEGIATAN 19 

Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM 

 
1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM dengan target sejumlah 

8 instansi pemerintah tercapai sebanyak 36 instansi pemerintah yang terdiri dari 1 Instansi 

pemerintah provinsi jawa tengah dan 35 instantsi pemerintah kab/kota di wilayah jawa tengah. 

Hasil tersebut tidak terlepas dari Kerjasama dan koordinasi yang telah terjalin baik antara 

kantor wilayah dengan instansi pemerintah daerah di wilayah jawa tengah, formulasi sebagai 

berikut: 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑎𝑘𝑠𝑖 𝐻𝐴𝑀

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑎𝑘𝑠𝑖 𝐻𝐴𝑀
𝑥100% 
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=
36

9
𝑥100% = 400% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program 
aksi HAM 

9 Instansi 
Pemerintah 

36 400 

- 36 Kab/Kota mengirimkan pelaporan Capaian Aksi HAM B04 

- 5 Kab/Kota tidak mengirimkan Pelaporan Capaian Aksi HAM B04 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2020 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Jumlah pemerintah 
daerah yang 
melaksanakan program 
aksi HAM 

15 
Instansi 
Pemerin

tah 

35 
Pemerintah 
Kab/Kota 

8 
Instansi 
Pemerin

tah 

35 
PemKab/K

ota 
1 PemProv 

9 
Instansi 
Pemerint

ah 

35 
PemKab/Kot

a 
1 PemProv 

 

Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM tahun 2021 

dengan target 15 terealisasi 35, di tahun 2022 dengan target 8 terealisasi 36. Sedangkan 

Tahun 2023 dengan target 9 terealisasi 36. 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM pada Tahun 2023 

dengan target 9 terealisasi 32. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen 

rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami 

perubahan target yaitu sebanyak 109 instansi pemerintah. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

koordinasi yang telah berjalan baik dengan pemerintah daerah di wilayah jawa tengah 

dalam mendukung pelaksanaan program aksi HAM. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Keberhasilan capaian kinerja tersebut dikarenakan adanya kegiatan koordinasi 
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dengan pemerintah daerah dalam merealisasikan program aksi HAM di wilayah Jawa 

Tengah 

 

2. Jumlah kab/kota peduli HAM dengan target sejumlah 5 instansi pemerintah tercapai 34 

pemerintah kab/kota. Kinerja kantor wilayah jawa tengah dalam hal mendorong instansi 

pemerintah daerah mendapat penghargaan predikat kabupaten/kota peduli HAM Tahun 2023 

di wilayah jawa tengah dengan capaian tersebut bisa dikatakan optimal dengan mencapai 

680% dari yang ditargetkan dalam dokumen perjanjian kinerja, formulasi: 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑑𝑢𝑙𝑖 𝐻𝐴𝑀

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑑𝑢𝑙𝑖 𝐻𝐴𝑀
𝑥100% 

=
34

5
𝑥100% = 680% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

Jumlah kab/kota peduli HAM 5 Kab/Kota 34 680 

- 35 Kab/Kota mengirimkan pemenuhan indikator KKP HAM  

- 34 Kab/Kota mendapatkan predikat KKP HAM 

- Hasil penilaian kab/kota Peduli HAM diumumkan pada tanggal 10 Desember 2023 

(Peringatan Hari HAM Sedunia) 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Jumlah kab/kota peduli 
HAM 

5 
Kab/Kot

a 

34 
Kab/Kota 

5 
Kab/Kot

a 

20 
Kab/kota 

5 
Kab/Kota 

34 
Kab/Kota 

 

Jumlah kab/kota peduli HAM tahun 2021 dengan target 5 terealisasi 34, di tahun 2022 

dengan target 5 terealisasi 20. Sedangkan Tahun 2023 dengan target 5 terealisasi 34. 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Jumlah kab/kota peduli HAM pada Tahun 2023 dengan target 5 terealisasi 20. Apabila 

merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 
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sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami perubahan target yaitu sebanyak 57 instansi 

pemerintah. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

koordinasi yang telah berjalan baik dengan pemerintah daerah di wilayah jawa tengah 

dalam mendukung kab/kota peduli HAM. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Keberhasilan capaian kinerja tersebut dikarenakan adanya fasilitasi penilaian 

kab/kota peduli HAM serta kegiatan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam 

merealisasikan program kab/kota peduli HAM di wilayah Jawa Tengah Tahun 2023. 

 

3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM 

melalui pelayanan publik berbasis HAM dengan target sejumlah 2 instansi pemerintah 

tercapai sebanyak 4 instansi pemerintah di wilayah jawa tengah. 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑚𝑖𝑛𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐻𝐴𝑀 

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 
𝑥100% 

=
4

2
𝑥100% = 200% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil 
diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik 
berbasis HAM 

1 Instansi 
Pemerintah 

4 400 

- 71 UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah telah melaksanakan 

Pencanangan pada 6 Juni 2022 

- 2 UPTD Pemerintah Daerah telah mendapatkan penghargaan sebagai UPTD 

Percontohan P2HAM 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2020 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Jumlah instansi 
pemerintah yang 
menindaklanjuti hasil 
diseminasi dan 
penguatan HAM melalui 

1 
Instansi 
Pemerin

tah 

52 satuan 
kerja 

1 
Instansi 
Pemerin

tah 

52 satuan 
kerja 

1 
Instansi 
Pemerint

ah 

4 satuan 
kerja 
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pelayanan publik 
berbasis HAM 

 

Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan 

HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM tahun 2020 dengan target 1 terealisasi 52, di 

tahun 2021 dengan target 1 terealisasi 52. Sedangkan Tahun 2023 dengan target 1 

terealisasi 4.  

Terdapat 3 UPT dilingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, yaitu Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang, Balai 

Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, dan 1 Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM 

melalui pelayanan publik berbasis HAM pada Tahun 2023 dengan target 1 terealisasi 4. 

Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada 

tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami perubahan target yaitu sebanyak 

33 Instansi Pemerintah dari 33 Kantor Wilayah. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan capaian kinerja tersebut dikarenakan adanya dan adanya koordinasi 

yang berjalan baik dengan pemerintah daerah. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 yaitu 

terdapat 3 UPT dilingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, yaitu Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang, Balai 

Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, dan 1 Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah  

tidak terlepas dari upaya koordinasi dalam pembinaan Lembaga publik berbasis HAM di 

wilayah Jawa Tengah. 
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SASARAN KEGIATAN 20 

Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di 
Wilayah 

 

1. Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑖𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐻𝐴𝑀 𝑑𝑖 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖
𝑥100% 

=
4

3
𝑥100% = 133,34% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan 
Hak Asasi Manusia Di Wilayah 

3 
Rekomenda

si 

4 
Rekomendas

i 

133,34 

1. Surat No. W.13-HA.01.01-4 perihal Rekomendasi Penehanan Ijazah; 

2. Surat No. W13-HA.01.01-91 perihal Informasi Permasalahan Rumah Dinas PT. KAI; 

2) Surat No. W.13-HA.01.01-342 perihal Informasi Permasalahan Tanah Waris; 

3) Surat No. W.13-HA.01.01-358 perihal Informasi Permasalahan Anak. 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022: 

INDIKATOR KINERJA 
2020 2021 2022 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Tersedianya 
rekomendasi 
Pelindungan dan 
Pemenuhan Hak Asasi 
Manusia Di Wilayah 

 

3 
Rekome

ndasi 

3 
Rekomend

asi 

3 
Rekome

ndasi 

7 
Rekomend

asi 

3 
Rekome

ndasi 

4 
Rekomen

dasi 

 

Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di 

Wilayah tahun 2021 dengan target 3 terealisasi 3, di tahun 2022 dengan target 3 terealisasi 

7. Sedangkan Tahun 2023 dengan target 3 terealisasi 4. 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 
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Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah 

pada Tahun 2023 dengan target 3 terealisasi 4. Apabila merujuk target jangka menengah 

pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak 

mengalami perubahan target yaitu sebanyak 99 rekomendasi dari 33 kantor wilayah. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya dukungan anggaran dan komitmen dari kantor wilayah. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Kegiatan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi penunjang keberhasilan. 

 
 

SASARAN KEGIATAN 21 

Terselenggaranya Fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan 
peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah 

 

Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah 

dengan target sebanyak 2 kegiatan telah terlaksana sebanyak 2 kegiatan, dengan formulasi: 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑥100% 

=
2

2
𝑥100% = 100% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan 
pemantauan produk hukum daerah 

2 
Kegiatan 

2 100 

 

Dengan capaian sebesar 2 kegiatan dari target sebesar 2 kegiatan menunjukan bahwa 

Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Jawa Tengah 

berkinerja optimal dengan berhasil mencapai sasaran target kinerjanya. Dua kegiatan 

dimaksud terdiri dari kegiatan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah dan 

fasilitasi perencanaan penyusunan Program Legislasi Daerah. Kegiatan fasilitasi 

penyusunan perencanaan legislasi daerah dan analisis dan evaluasi produk hukum daerah 

telah selesai dilaksanakan. Dimana untuk kegiatan analisis dan evaluasi hukum telah 

dilaksanakan dengan kegiatan meliputi persiapan analisis dan evaluasi hukum dan FGD 

Analisis dan Evaluasi Hukum, sedangkan untuk kegiatan fasilitasi penyusunan 
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perencanaan legislasi daerah sudah dilaksanakan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah 

Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa 

Tengah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota 

Magelang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang. Kegiatan 

Fasilitasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) 

dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Fasilitasi Program Pembentukan Peraturan 

Daerah (PROPEMPERDA) Nomor: PHN.2-HN.02.02-03 dan kegiatan Analisis dan evaluasi 

peraturan daerah dilaksanakan sesuai dengan Surat Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi 

Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.3-HN.01.01-03 tanggal 

27 Januari 2023, Perihal Pelaksanaan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Perda di Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2023. Dengan demikian bisa 

dikatakan bahwa Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor 

Wilayah Jawa Tengah telah berkinerja optimal dengan berhasil mencapai sasaran target 

kinerjanya.. 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Jumlah kegiatan 
perencanaan 
pembentukan dan 
pemantauan produk 
hukum daerah 

2 
Kegiata

n 

2 
Kegiatan 

2 
Kegiata

n 

2 
Kegiatan 

2 
Kegiatan 

2 

 

Berdasarkan tabel diatas, bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Jawa Tengah mampu mencapai target pada tahun 2021, 2022 dan 2023. Pada 

Tahun 2023 telah dilaksankan kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan legislasi daerah 

di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 

Magelang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, Bagian 

Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Magelang. belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

baik secara subtantif maupun teknis. Disamping itu terdapat Pemerintah Daerah yang 

belum melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. 

Dimana dari hasil analisis dan evaluasi hukum didapatkan rekomendasi apakah produk 

hukum daerah yang dimaksud diubah, dicabut ataupun tetap. Hasil analisis dan evaluasi 

hukum ini dapat menjadi bahan dalam penyusunan program legislasi daerah. Sedangkan 
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untuk kegiatan analisis dan evaluasi peraturan daerah telah dilaksanakan dimulai dari tahap 

perencanaan pada bulan Mei dan berakhir dengan penyusunan laporan akhir pada bulan 

November. Laporan akhir analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

telah disampaikan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional pada bulan Desember. Dalam 

pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan legislasi daerah, Badan 

Pembinaan Hukum Nasional telah mengeluarkan Petunjuk Teknis Fasilitasi Program 

Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Nomor: PHN.2.HN.02.02-03. Surat ini 

menjadi Petunjuk dalam pelaksanaan Fasilitasi Program Pembentukan Peraturan Daerah 

(PROPEMPERDA). Pedoman ini dikeluarkan setelah kegiatan Fasilitasi Penyusunan 

Perencanaan Legislasi Daerah telah dilaksanakan. Sedangkan untuk kegiatan analisis dan 

evaluasi hukum produk hukum daerah saat ini tengah berlangsung dengan kegiatan 

Penyusunan rekomendasi pada bulan Juli.  Proses pembentukan kelompok kerja telah 

dilaksanakan pada bulan maret 2023, Persiapan Analisis dan Evaluasi Hukum Produk 

Hukum Daerah telah dilaksanakan pada bulan Januari 2023, Forum Group Discussion 

(FGD) Analisis dan Evaluasi Hukum telah dilaksanakan pada bulan Juni 2023, Penyusunan 

rekomendasi analisis dan evaluasi telah dilaksanakan pada bulan agustus 2023 dan 

laporan akhir analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Sektor 

Pariwisata telah dilaporkan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional pada bulan Desember. 

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang memberi penegasan peran dan kewenangan Kementerian Hukum dan 

HAM khususnya Kantor Wilayah dalam melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Produk 

Hukum Daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah.. 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah pada 

Tahun 2023 dengan target 2 terealisasi 2. Apabila merujuk target jangka menengah pada 

dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak 

mengalami perubahan target yaitu sebanyak 66 kegiatan dari 33 kantor wilayah. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 
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e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah tersebut tidak terlepas dari peran seluruh 

jajaran Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam 

mengoordinasikan dan menyinergikan kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum 

Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mempedomani Surat Kepala Badan 

Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.01.03-07 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Evaluasi Peraturan Perundang-undangan dan Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum 

Nasional Nomor PHN-HN.01.03.08 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi 

Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Daerah serta dukungan anggaran 

pembentukan regulasi dalam upayanya mewujudkan layanan internal yang optimal di 

kantor wilayah Tahun 2023. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Adanya sinergitas dalam pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah 

Di Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Sinergitas tersebut diwujudkan 

dengan adanya komitmen bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa 

Tengah dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam hal 

pelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum daerah. Melalui upaya tersebut, Kantor 

Wilayah hadir dalam melakukan pendampingan fasilitasi analisis dan evaluasi Hukum 

Produk Hukum Daerah, yang bertujuan meningkatkan kualitas Produk Hukum Daerah. 

 
 

SASARAN KEGIATAN 22 

Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan 
informasi hukum masyarakat di wilayah 

 

1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan 

Pada Tahun 2023 jumlah permohonan bantuan hukum litigasi di wilayah yaitu sejumlah 1481, 

dimana diantaranya 1358 permohonan telah dilayani (91,69%) Kantor Wilayah. Persentase 

permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dengan target sebesar 81% telah tercapai sebesar 91,69% dengan formula sebagai 

berikut: 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑜ℎ𝑜𝑛𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑢𝑚 𝑙𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑜ℎ𝑜𝑛𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚 𝑙𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖
𝑥100% 
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=
1358

1481
𝑥100% = 91,69% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang 
dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

81% 91,69 113,19 

 

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang 

dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan angka realisasi 91,69 

diperoleh dari perbandingan antara jumlah permohonan yang diterima sampai dengan 

tahap pencairan anggaran (reimbursement) sejumlah 1.358 permohonan dengan jumlah 

permohonan yang masuk sejumlah 1.481 permohonan. Sedangkan capaian 113,19% 

diperoleh dengan membandingkan antara realisasi 91,69 dengan target 81. 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase 
permohonan bantuan 
hukum litigasi yang 
dilayani sesuai dengan 
peraturan perundang-
undangan 

77% 98,14% 81% 88.59% 81% 91,69 

Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan tahun 2021 dengan target 77 terealisasi 98.14, di tahun 

2022 dengan target 81% terealisasi 88.59%. Sedangkan Tahun 2023 dengan target 81% 

terealisasi 91,69%. 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan pada Tahun 2023 dengan target 81% terealisasi 91,69%. Apabila 

merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 

dengan target sebesar 77%, sedangkan di Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 tidak 

mengalami perubahan target yaitu sebanyak 81%. 
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d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya dukungan anggaran, sarana prasarana dan penyelesaian permohonan bantuan 

hukum litigasi yang dilayani di wilayah yang terselesaikan secara tepat waktu. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Kegiatan pengawasan dan pelaksanaan bantuan hukum menjadi penunjang 

keberhasilan, serta adanya sosialisasi dan pengawasan kepada OBH terakreditasi terkait 

dengan Standar Layanan Bantuan Hukum. 

 

2.  Tahun 2023 jumlah permohonan bantuan hukum non-litigasi di wilayah yaitu sejumlah 474, 

dimana 389 permohonan diantaranya telah dilayani (82.07%) Kantor Wilayah. Persentase 

permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dengan target sebesar 80% telah tercapai sebesar 91,75% dengan perhitungan 

sebagai berikut:  

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑜ℎ𝑜𝑛𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑢𝑚 𝑛𝑜𝑛 𝑙𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑜ℎ𝑜𝑛𝑎𝑛𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚 𝑛𝑜𝑛 − 𝑙𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖
𝑥100% 

=
378

412
𝑥100% = 91,75% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang 
dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

80% 91,75 114,69 

 

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi 

yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan angka realisasi 

67,23 diperoleh dari perbandingan antara jumlah permohonan yang diterima sampai 

dengan tahap pencairan anggaran (reimbursement) sejumlah 378 permohonan dengan 

jumlah permohonan yang masuk sejumlah 412 permohonan. Sedangkan capaian 114,69% 

diperoleh dengan membandingkan antara realisasi 91,75 dengan target 80. 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2020 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 
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Persentase permohonan 
bantuan hukum non litigasi 
yang dilayani sesuai 
dengan peraturan 
perundang-undangan 

79% 86,59% 80% 82.07% 80% 91,75 

Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan tahun 2021 dengan target 79 terealisasi 86.59, di tahun 

2022 dengan target 80% terealisasi 82.07%. Sedangkan Tahun 2023 dengan target 80% 

terealisasi 91,75%. 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan pada Tahun 2023 dengan target 80% terealisasi 91,75%. Apabila 

merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 

dengan target sebesar 79% sedangkan pada Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 tidak 

mengalami perubahan target yaitu sebanyak 80%. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya dukungan anggaran, sarana prasarana dan penyelesaian permohonan bantuan 

hukum non litigasi yang dilayani di wilayah yang terselesaikan secara tepat waktu. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Kegiatan pengawasan dan pelaksanaan bantuan hukum menjadi penunjang 

keberhasilan, serta adanya sosialisasi dan pengawasan kepada OBH terakreditasi terkait 

dengan Standar Layanan Bantuan Hukum. 

 

3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum dengan target sebesar 76.61% telah tercapai 

sebesar 76,96% (100,46%) dengan formulasi sebagai berikut: 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 76,61 76,96 100,46 
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Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks kepuasan layanan Bantuan Hukum, dengan 

angka realisasi 76,96 diperoleh dari jumlah rata-rata nilai monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dengan menggunakan acuan Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum yang 

dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Daerah Pelaksanaan Bantuan Hukum pada Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah kepada 836 orang penerima Bantuan 

Hukum Litigasi. Sedangkan capaian 100,46% diperoleh dengan membandingkan antara 

realisasi 76,96 dengan target 76,61. 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Indeks kepuasan 
layanan bantuan hukum 

76,61% 68,42% 76.61% 71.21% 76,61 76,69 

Indeks kepuasan layanan bantuan hukum tahun 2021 dengan target 76.61 terealisasi 

76,69, di tahun 2022 dengan target 76,61% terealisasi 71.21%. Pada Tahun 2023 dengan 

target 76,61% terealisasi 78.99%. 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Indeks kepuasan layanan bantuan hukum pada Tahun 2023 dengan target 76,61% 

terealisasi 76,69%. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana 

strategis yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami perubahan 

target yaitu sebanyak 76,61%. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya dukungan anggaran dan penyelesaian layanan bantuan hukum yang terselesaikan 

secara tepat waktu. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Kegiatan pengawasan dan pelaksanaan bantuan hukum menjadi penunjang 

keberhasilan, serta adanya sosialisasi dan pengawasan kepada OBH terakreditasi terkait 
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dengan Standar Layanan Bantuan Hukum. 

 

4. Jumlah Desa Sadar Hukum di wilayah jawa tengah yaitu sebanyak 96 sadarkum. Persentase 

desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah dengan target sebesar 

70% telah tercapai sebesar 77,42%.  

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑒𝑠𝑎 𝑠𝑎𝑑𝑎𝑟 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑒𝑠𝑎 𝑠𝑎𝑑𝑎𝑟 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚
𝑥100% 

=
96

124
𝑥100% = 77,42% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk 
di masing-masing wilayah 

70% 77,42 110,60 

 

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang 

terbentuk di masing-masing wilayah, pada Semester II Tahun 2022 realisasi 0 karena masih 

dilaksanakan proses pengumpulan data dukung penilaian sebagai dasar usulan kepada 

Gubernur, sedangkan pada Semester II Tahun 2023 realisasi 77,42 diperoleh dari 

perbandingan antara jumlah 96 Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum yang mendapatkan 

penetapan dari Gubernur untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan jumlah 124 

Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum. 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2020 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase 
desa/kelurahan sadar 
hukum yang terbentuk 
di masing-masing 
wilayah 

70% 85,71% 70% 100.00% 70% 77,42 

Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 

tahun 2021 dengan target 70% terealisasi 85,71%, tahun 2022 dengan target 70% 

terealisasi 100%, di Tahun 2023 dengan target 70% terealisasi 77,42%. 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 
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Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah pada 

Tahun 2023 dengan target 70% terealisasi 77,42%. Apabila merujuk target jangka 

menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 

2024 tidak mengalami perubahan target yaitu sebanyak 70%. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan capaian kinerja Kantor Wilayah tidak terlepas dari peran seluruh jajaran 

Kantor Wilayah, anggaran yang tersedia, sarana prasarana serta dukungan dan kerja sama 

dengan Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, masyarakat dan OBH terakreditasi di 

Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung dan mewujudkan sasaran meningkatnya 

kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di 

wilayah pada Semester II Tahun 2023. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah. Adanya 

kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung, sosialisasi dan 

pengawasan kepada OBH terakreditasi terkait dengan Standar Layanan Bantuan Hukum, 

serta koordinasi dan komunikasi dengan BPHN selaku pembina kegiatan di wilayah 

 

5. Persentase anggota JDIHN yang berpartispasi aktif dengan target sebesar 20% telah tercapai 

sebesar 74%. Dari 100 anggota JDIHN hanya sejumlah 74 anggota JDIHN yang berpartisipasi 

aktif, meskipun masih terdapat anggota JDIHN yang belum memiliki pengelola dan 

membentuk web JDIH; Terdapat anggota JDIHN yang telah membentuk web JDIH namun 

tidak melaksanakan pengelolaan JDIH karena adanya keterbatasan SDM dan sarana 

prasarana. 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑤𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝐽𝐷𝐼𝐻𝑁 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠𝑖

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝐽𝐷𝐼𝐻𝑁
𝑥100% 

=
74

100
𝑥100% = 74% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

Persentase anggota JDIHN yang berpartispasi aktif 20% 74 370 
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Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase website anggota JDIHN aktif yang 

terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN, Semester II Tahun 2022 dengan angka 

realisasi 80 diperoleh dari jumlah anggota JDIHN di Provinsi Jawa Tengah yang aktif, 

namun pada Semester II Tahun 2023 jumlah tersebut menurun menjadi realisasi 74 karena 

beberapa website JDIH dinyatakan sudah tidak aktif dan belum dilaksanakan pengaktifan 

dan pengintegrasian kembali dengan website JDIHN. 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2020 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase anggota 
JDIHN yang 
berpartispasi aktif 

20% 100% 20% 80.00% 20% 74 

Persentase anggota JDIHN yang berpartispasi aktif tahun 2021 dengan target 20% 

terealisasi 100%, pada tahun 2022 dengan target 20% terealisasi 80%, sedangkan di 

Tahun 2023 dengan target 20% terealisasi 74%. 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase anggota JDIHN yang berpartispasi aktif pada Tahun 2023 dengan target 20% 

terealisasi 74%. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis 

yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami perubahan target yaitu 

sebanyak 20%. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya monev pengelolaan dan pengembangan JDIH di wilayah Jawa Tengah. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Kegiatan pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi 

hukum di wilayah menjadu penunjang keberhasilan. 
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SASARAN KEGIATAN 23 

Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian dan 
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia 

 

Sasaran kegiatan Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan 

pengembangan hukum dan hak asasi manusia dengan indikator kinerja: 

1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan 

hukum dan hak asasi manusia dengan target kinerja sebesar 80% telah tercapai sebesar 

100% mengindikasikan bahwa kantor wilayah dapat mencapai kinerja yang ditargetkan. 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑ 𝑅𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑘𝑎𝑗𝑖𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑏𝑎𝑔𝑎𝑖 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑙𝑖𝑡𝑏𝑎𝑛𝑔 

∑ 𝑅𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛 
𝑥100% 

=
4

4
𝑥100% = 100% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai 
bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak 
asasi manusia 

80% 100 125 

 

Kegiatan SIPKUMHAM sudah dilaksanakan di Triwulan I pada tanggal 20 Maret 2023,  

Triwulan II pada tanggal 20 Juni 2023, Triwulan III pada tanggal 6 September 2023, dan 

Triwulan IV pada tanggal 7  Desember 2023 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 

dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Persentase 
rekomendasi hasil 
kajian di wilayah 
sebagai bahan 
penelitian dan 
pengembangan hukum 
dan hak asasi manusia 
 

70% 100% 80% 100% 80% 100 

Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan 

pengembangan hukum dan hak asasi manusia tahun 2020 dengan target 60% terealisasi 
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100%, di tahun 2021 dengan target 70% terealisasi 100%. Sedangkan Tahun 2023 dengan 

target 80% terealisasi 100%. 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan 

pengembangan hukum dan hak asasi manusia pada Tahun 2023 dengan target 80% 

terealisasi 100%. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana 

strategis yaitu pada Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami perubahan 

target yaitu sebanyak 80%. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya dukungan anggaran dan sarana prasarana. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Kegiatan pengkajian kebijakan hukum dan HAM di Wilayah menjadi pernunjang 

keberhasilan. 

 

2. Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah dengan target 

sebanyak 1 buku tercapai sebanyak 1 buku (100%). 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

=
∑ 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚 𝑑𝑎𝑛 𝐻𝐴𝑀 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑠𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑛 

∑ 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚 𝑑𝑎𝑛 𝐻𝐴𝑀 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑠𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑛
𝑥100% 

=
1

1
𝑥100% = 100% 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang 
disosialisasikan di wilayah 

1 Buku 1 Buku 100 

Sosialisasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia di wilayah jawa tengah telah 

dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2023. 

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 
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dengan capaian kinerja pada tahun 2020 dan tahun 2021: 

INDIKATOR KINERJA 
2021 2022 2023 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

Hasil penelitian hukum 
dan hak asasi manusia 
yang disosialisasikan di 
wilayah 

1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 

Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah tahun 

2020 dengan target 1 terealisasi 1, di tahun 2021 dengan target 1 terealisasi 1. Sedangkan 

Tahun 2023 dengan target 1 terealisasi 1. 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis: 

 

Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah pada Tahun 

2023 dengan target 1 terealisasi 1. Apabila merujuk target jangka menengah pada 

dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak 

mengalami perubahan target yaitu sebanyak 1 buku. 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

e. Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena 

adanya dukungan anggaran, SDM dan sarana prasarana. 

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan 

Kegiatan sosialisasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia di wilayah menjadi 

penunjangn keberhasilan. 

B. Realisasi Anggaran 

Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari 

9 (sembilan) Petikan DIPA dari masing-masing unit Eselon I. Perbandingan Alokasi dan Realisasi 

Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2023 dan 2022 

sebagai berikut: 

Perbandingan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Jawa Tengah Antara Tahun 
2023 dengan Tahun 2022 

NO PROGRAM (ESELON I) 

2023 2022 

PAGU 
ANGGARAN (RP) 

REALISASI 
ANGGARAN  

(RP) 
% 

SISA TOTAL 
(RP) 

PAGU 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI  
ANGGARAN  

(RP) 
% 

SISA TOTAL 
(RP) 

1 Program Dukungan 
Manajemen (Sekretariat 

28,324,432,000 27,995,666,444 98,84 328,765,556 24,662,487,000 24,488,896,818  99.30 173,590,182 
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NO PROGRAM (ESELON I) 

2023 2022 

PAGU 
ANGGARAN (RP) 

REALISASI 
ANGGARAN  

(RP) 
% 

SISA TOTAL 
(RP) 

PAGU 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI  
ANGGARAN  

(RP) 
% 

SISA TOTAL 
(RP) 

Jenderal) 

2 Program Penegakan dan 
Pelayanan Hukum 
(Direktorat Jenderal 
Administrasi Hukum 
Umum) 

4,811,600,000 4,794,279,920 99,64 17,320,080 4,184,000,000 4,157,198,483  99.36 26,801,517 

3 Program Penegakan dan 
Pelayanan Hukum 
(Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan) 

1,344,182,000 1,340,399,830 99,72 3,782,170 1,536,208,000 1,534,666,010  99.90 1,541,990 

4 Program Penegakan dan 
Pelayanan Hukum 
(Direktorat Jenderal 
Keimigrasian) 

1,497,828,000 1,496,140,645 99,89 1,687,355 1,317,828,000 1,316,551,004  99.90 1,276,956 

5 Program Penegakan dan 
Pelayanan Hukum 
(Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual) 

1,863,881,000 1,854,403,807 99,49 9,477,193 1,190,054,000 1,188,069,266  99.83 1,984,734 

6 Program Pembentukan 
Regulasi (Direktorat 
Jenderal Peraturan 
Perundang-undangan) 

367,000,000 364,024,678 99,19 2,975,322 272,000,000 270,968,422  99.62 1,031,578 

7 Program Pemajuan dan 
Penegakan HAM 
(Direktorat Jenderal Hak 
Asasi Manusia) 

315,238,000 314,519,485 99,77 718,515 304,738,000 303,570,370  99.62 1,167,630 

8 Program Pembentukan 
Regulasi (Badan 
Pembinaan Hukum 
Nasional) 

6,151,171,000 6,120,698,738 99,50 30,472,262 4,092,434,000 4,065,876,106  99.35 26,557,894 

9 Program Dukungan 
Manajemen (Badan 
Penelitian dan 
Pengembangan HAM) 

200,351,000 200,324,955 99,99 26,045  136,437,000  136,368,700  
 

99.95 68,300 

Jumlah 44,875,683,000 44,480,458,502 99,12 395,224,498 37,696,186,000 37,462,165,179  99.38 234,020,821 

 
Dari perbandingan Alokasi anggaran Tahun 2023 dan tahun 2022 diatas, terdapat 

beberapa Program yang mengalami kenaikan dan ada pula Program yang mengalami 

penurunan. Terdapat 7 (tujuh) alokasi anggaran yang mengalami kenaikan yaitu pada Program 

(Eselon I): a. Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal); b. Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum); c. Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Keimigrasian); d. Program Penegakan dan Pelayanan 

Hukum (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual); e. Program Pembentukan Regulasi 

(Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan); f. Program Pemajuan dan Penegakan 

HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia); g. Program Dukungan Manajemen (Badan 

Penelitian dan Pengembangan HAM). 

Sedangkan alokasi anggaran yang mengalami penurunan yaitu pada 2 (dua) Program 

(Eselon I): a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan); 

b. Program Pembentukan Regulasi dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Badan 
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Pembinaan Hukum Nasional). 

Total realisasi anggaran 9 Petikan DIPA dari unit Eselon 1 pada Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah 99,12% dari total pagu anggaran Tahun 

2023 sebesar Rp. 44,875,683,000,-, dengan total sisa anggaran Rp. 395,224,498,-. 

Adapun realisasi anggaran pada Tahun 2023 masih kurang jika dibandingkan realisasi di 

tahun 2022, dimana pada Tahun 2023 dapat terserap sebesar 99,38% dari total anggaran, 

sementara di tahun 2023 mampu terserap 99,12% dari total anggaran. Jumlah anggaran yang 

tersisa di akhir Tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 395,224,498,-, dan pada tahun 2022 terdapat sisa 

anggaran sebesar Rp. 234,020,821,-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Capaian Kinerja Anggaran 

Dalam mengukut kinerja anggaran yang telah dicapai oleh Kantor Wilayah Jawa Tengah pada 

Tahun 2023 dapat diukut melalui beberapa capaian nilai diantaranya Capaian Nilai SMART, 

IKPA, dan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Jawa Tengah sebagai berikut: 

1. Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal) 

 
Grafik 3.8. Capaian SMART, IKPA dan Realisasi Anggaran Program Dukungan 

Manajemen (Sekretariat Jenderal) Tahun 2023 
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Sumber: https://smart.kemenkeu.go.id/ 
 

 
Sumber: https://spanint.kemenkeu.go.id/  

 
Pada Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal) di Kantor Wilayah Jawa 

Tengah Tahun 2023 nilai Smart Kantor Wilayah Jawa Tengah adalah sebesar 86,40, dan 

nilai IKPA sebesar 96,73.  

Nilai penyerapan sebesar 93,96, konsistensi sebesar 99,21, CRO sebesar 68,14, 

efisiensi sebesar -1,51, dan Nilai efisiensi sebesar 46,22. 

Dengan jumlah alokasi Tahun 2023 sebesar Rp. 28,324,432,000,- dapat direalisasikan 

Kantor Wilayah Jawa Tengah sebesar Rp. 27,995,666,444,- (98,84%) dengan sisa anggaran 

sebesar Rp. 328,765,556,-. dengan capaian anggaran tersebut mengindikasikan bahwa 

kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah di bisa dikatakan efektif dalam pelaksanaannya. 

 

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum 

Umum) 

 
Grafik 3.9. Capaian SMART, IKPA dan Realisasi Anggaran Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) Tahun 2023 
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Sumber: https://smart.kemenkeu.go.id/ 
 

 
Sumber: https://spanint.kemenkeu.go.id/  

 
Pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi 

Hukum Umum) di Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun 2023 nilai Smart Kantor Wilayah Jawa 

Tengah adalah sebesar 85,98, dan nilai IKPA sebesar 99. 

Nilai penyerapan sebesar 99,52, konsistensi sebesar 99,91, CRO sebesar 27,21, 

efisiensi sebesar -17,61, dan Nilai efisiensi sebesar 5,96. 

Dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.4,811,600,000,- tersebut dapat 

direalisasikan Kantor Wilayah Jawa Tengah sebesar Rp. 4,794,279,920,- (99,64%) dengan 

sisa anggaran sebesar Rp. 17,320,080,-. 

 

3. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) 

Grafik 3.10. Capaian SMART, IKPA dan Realisasi Anggaran Program Penegakan dan 
Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) Tahun 2023 
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Sumber: https://smart.kemenkeu.go.id/ 

 

 
Sumber: https://spanint.kemenkeu.go.id/  

 
Pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan) di Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun 2023 nilai Smart Kantor Wilayah 

Jawa Tengah adalah sebesar 85,54, dan nilai IKPA sebesar 97,93. 

Nilai penyerapan sebesar 99,72, konsistensi sebesar 98,19, CRO sebesar 100, 

efisiensi sebesar 0.28, dan Nilai efisiensi sebesar 50,7. 

Dengan jumlah alokasi Tahun 2023 sebesar Rp.1,344,182,000,- dapat direalisasikan 

sebesar Rp. 1,340,399,830,- (99,72%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3,782,170,-.  

 

4. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Keimigrasian) 
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Grafik 3.11. Capaian SMART, IKPA dan Realisasi Anggaran Program Penegakan dan 
Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Imigrasi) Tahun 2023 

 

 

Sumber: https://smart.kemenkeu.go.id/ 
 

 
Sumber: https://spanint.kemenkeu.go.id/  

 
Pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Keimigrasian) 

di Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun 2023 nilai Smart Kantor Wilayah Jawa Tengah adalah 

sebesar 85,64, dan nilai IKPA sebesar 98,51.  

Nilai penyerapan sebesar 99,89, konsistensi sebesar 99,31, CRO sebesar 40,04, 

efisiensi sebesar -20, dan Nilai efisiensi sebesar 0. 

Dengan jumlah alokasi Tahun 2023 sebesar Rp.1,497.828,000,- dapat direalisasikan 

Kantor Wilayah Jawa Tengah sebesar Rp. 1,496,140,645,- (99,89%) dengan sisa anggaran 

sebesar Rp. 1,687,355,-. 

 

5. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) 

 
Grafik 3.12. Capaian SMART, IKPA dan Realisasi Anggaran Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) Tahun 2023 
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Sumber: https://smart.kemenkeu.go.id/ 
 

 
Sumber: https://spanint.kemenkeu.go.id/  

 
Pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual) di Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun 2023 nilai Smart Kantor Wilayah Jawa 

Tengah adalah sebesar 84,91 (sangat baik), dan nilai IKPA sebesar 98,51.  

Nilai penyerapan sebesar 94,52, konsistensi sebesar 99,11, CRO sebesar 95,54, 

efisiensi sebesar 2,57, dan Nilai efisiensi sebesar 56,43. 

Dengan jumlah alokasi Tahun 2023 sebesar Rp.1,863,881,000,- dapat direalisasikan 

sebesar Rp. 1,854,403,807,- (99,49%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 9,477,193,-.  

 

6. Program Pembentukan Regulasi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan)  

Grafik 3.13. Capaian SMART, IKPA dan Realisasi Anggaran Program Pembentukan 
Regulasi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan) Tahun 2023 
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Sumber: https://smart.kemenkeu.go.id/ 
 

 
Sumber: https://spanint.kemenkeu.go.id/  

 
Pada Program Pembentukan Regulasi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-

undangan) di Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun 2023 nilai Smart Kantor Wilayah Jawa 

Tengah adalah sebesar 86,06, dan nilai IKPA sebesar 96,01. 

Nilai penyerapan sebesar 99,19, konsistensi sebesar 99,22, CRO sebesar 100, 

efisiensi sebesar 0,81, dan Nilai efisiensi sebesar 52,03. 

Dengan jumlah alokasi Tahun 2023 sebesar Rp.367,000,000,- dapat direalisasikan 

Kantor Wilayah Jawa Tengah sebesar Rp. 364,024,678,- (99,19%) dengan sisa anggaran 

sebesar Rp. 2,975,322,-. 

 

7. Program Pemajuan dan Penegakan HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia) 

 
Grafik 3.14. Capaian SMART, IKPA dan Realisasi Anggaran Program Pemajuan dan 

Penegakan HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia) Tahun 2023 
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Sumber: https://smart.kemenkeu.go.id/ 
 

 
Sumber: https://spanint.kemenkeu.go.id/  

 
Pada Program Pemajuan dan Penegakan HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi 

Manusia) di Kantor Wilayah Jawa Tengah tahun 2021 nilai Smart Kantor Wilayah Jawa 

Tengah adalah sebesar 85,83, dan nilai IKPA sebesar 99,95.  

Nilai penyerapan sebesar 99,77, konsistensi sebesar 99.94, CRO sebesar 100, 

efisiensi sebesar 0,23, dan Nilai efisiensi sebesar 50,57. 

Dengan jumlah alokasi Tahun 2023 sebesar Rp.315.238,000,- dapat direalisasikan 

Kantor Wilayah Jawa Tengah sebesar Rp. 314,519,485,- (99,77%) dengan sisa anggaran 

sebesar Rp. 718,515,-.  

 

8. Program Pembentukan Regulasi (Badan Pembinaan Hukum Nasional) 

 
Grafik 3.5. Capaian SMART, IKPA dan Realisasi Anggaran Program Pembentukan 
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Regulasi (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Tahun 2023 

 

 

Sumber: https://smart.kemenkeu.go.id/ 
 

 
Sumber: https://spanint.kemenkeu.go.id/  
 

Pada Program Pembentukan Regulasi (Badan Pembinaan Hukum Nasional) di Kantor 

Wilayah Jawa Tengah Tahun 2023 nilai Smart Kantor Wilayah Jawa Tengah adalah sebesar 

85,88, dan nilai IKPA sebesar 96,06.  

Nilai penyerapan sebesar 99,5, konsistensi sebesar 99,3, CRO sebesar 18,6, efisiensi 

sebesar -10.44, dan Nilai efisiensi sebesar 23,91. 

Dengan jumlah alokasi Tahun 2023 sebesar Rp.6,151,171,000,- dapat direalisasikan 

Kantor Wilayah Jawa Tengah sebesar Rp.6,120,698,738,- (99,50%) dengan sisa anggaran 

sebesar Rp. 30,472,262,-. 

 

9. Program Dukungan Manajemen (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM) 

 
Grafik 3.16. Capaian SMART, IKPA dan Realisasi Anggaran Program Dukungan 

Manajemen (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM) Tahun 2023 
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Sumber: https://smart.kemenkeu.go.id/ 

 

 
Sumber: https://spanint.kemenkeu.go.id/  

 
Pada Program Dukungan Manajemen (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM) di 

Kantor Wilayah Jawa Tengah tahun 2021 nilai Smart Kantor Wilayah Jawa Tengah adalah 

sebesar 85,65, dan nilai IKPA sebesar 99,46.  

Nilai penyerapan sebesar 99,99, konsistensi sebesar 99.7, CRO sebesar 100, efisiensi 

sebesar 0,01, dan Nilai efisiensi sebesar 50,03. 

Dengan jumlah alokasi Tahun 2023 sebesar Rp.200,351,000,- dapat direalisasikan 

Kantor Wilayah Jawa Tengah sebesar Rp.200,324,955,- (99,99%) dengan sisa anggaran 

sebesar Rp. 26,045,-. 

D. Capaian Kinerja Lainnya 

Capaian Kinerja E-Performance  

Berikut merupakan capaian kinerja kantor wilayah jawa tengah Tahun 2023 melalui laman 
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https://e-performance.kemenkumham.go.id/:  

 

Penginputan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa 

Tengah dalam aplikasi e-performance dilakukan secara periodik tiap triwulan I-IV di Tahun 2023. 

 

 

 

 

 

Capaian Kinerja E-Monev Bappenas  

Capaian kinerja kantor wilayah jawa tengah Tahun 2023 melalui laman https://e-

monev.bappenas.go.id/: 

Program Sekretariat Jenderal 
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Pada Program Sekretariat Jenderal berdasarkan hasil tangkapan layar diatas terlihat bahwa 

pemantauan dari segi perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan di Tahun 2023 telah 

tercapai 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Ditjen Adiministrasi Hukum Umum 
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Pada Program Ditjen Adiministrasi Hukum Umum berdasarkan hasil tangkapan layar diatas 

terlihat bahwa pemantauan dari segi perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan di 

Tahun 2023 telah tercapai 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Ditjen Pemasyarakatan 
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Pada Program Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan hasil tangkapan layar diatas terlihat bahwa 

pemantauan dari segi perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan di Tahun 2023 telah 

tercapai 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Ditjen Imigrasi 
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Pada Program Ditjen Imigrasi berdasarkan hasil tangkapan layar diatas terlihat bahwa 

pemantauan dari segi perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan di Tahun 2023 telah 

tercapai 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Ditjen Kekayaan Intelektual 
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Pada Program Ditjen Kekayaan Intelektual berdasarkan hasil tangkapan layar diatas terlihat 

bahwa pemantauan dari segi perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan di Tahun 

2023 telah tercapai 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Ditjen Peraturan Perundang-undangan 
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Pada Program Ditjen Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil tangkapan layar diatas 

terlihat bahwa pemantauan dari segi perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan di 

Tahun 2023 telah tercapai 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Ditjen Hak Asasi Manusia 
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Pada Program Ditjen Hak Asasi Manusia berdasarkan hasil tangkapan layar diatas terlihat bahwa 

pemantauan dari segi perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan di Tahun 2023 telah 

tercapai 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Badan Pembinaan Hukum Nasional 
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Pada Program Badan Pembinaan Hukum Nasional berdasarkan hasil tangkapan layar diatas 

terlihat bahwa pemantauan dari segi perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan di 

Tahun 2023 telah tercapai 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia 
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Pada Program Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia 

berdasarkan hasil tangkapan layar diatas terlihat bahwa pemantauan dari segi perencanaan, 

persiapan sampai dengan pelaksanaan di Tahun 2023 telah tercapai 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah 
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Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan 

Menteri Hukum dan HAM Nomor: HH-1.PR.01.03 Tahun 2023 Tentang Target Kinerja 

Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 bahwa pengunggahan data dukung target kinerja 

secara perodik ke halaman kinerja.kemenkumham sebelum tanggal 05 bulan berikutnya, serta 

tersusunnya laporan hasil evaluasi mandiri atas capaian target kinerja Triwulan I-IV Tahun 2023 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.  

Target Kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah sampai dengan tahap pelaporan dan 

pengunggahan data dukung periode bulan Desember (B12) telah tercapai 100% dan telah selesai 

dilaporkan pada tanggal 5 Januari 2024. Berikut merupakan hasil tangkapan layar dari capaian 

target kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 

HH-1.PR.01.03 Tahun 2023 sebagaimana terlihat dalam laman 

https://kinerja.kemenkumham.go.id/: 
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